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ABSTRAK 

 

Pembayaran Virtual (Virtual Payment) melalui scan barcode merupakan salah 

satu dampak dari adanya digitalisasi dan modernisasi teknologi di bidang 

manajemen pembayaran dalam berbagai hal, yang awalnya melalui Sistem 

Transfer (Manual Transfer; ATM; Mobile Banking dst.) menuju Sistem Barcode 

(QR Code; QRIS, Universal Product Code (UPC-A); EAN-13; Datamatrix dst.). 

Belum ditambah E-money dan aneka Platform E-Commerce penyedia layanan 

pembayaran elektronik seperti OVO dan GO-PAY, dsb mereka juga menggunakan 

scan barcode bahkan dinilai lebih efektif dan dinilai mudah oleh sebagian besar 

masyarakat. Oleh sebab itu Manajemen Pengelolaan Wakaf seyogyanya juga ikut 

beradaptasi dengan perkembangan teknologi dunia ini yang semakin modern dan 

lebih flexible salah satunya menggunakan scan barcode di atas. Sayangnya, masih 

banyak Pengelola Wakaf (Nadzir) di Indonesia yang masih menerapkan Sistem 

Manajemen Konvensional yang mana mereka cenderung mempertahankan 

kebiasaan lama dalam menghimpun dana dari Pewakaf (Wakif) dengan alasan 

tertentu, baik kurangnya pemahaman atas doktrin agama maupun 

kekurangcakapan dalam memanfaatkan perkembangan teknologi informasi saat 

ini. Hal ini tentunya menyebabkan kekurangefektifannya ummat Islam dalam 

Manajemen Pengelolaan Harta Wakaf terutama pemahaman harta benda wakaf 

(Mauquf) yang bersifat konservatif tetap (tanah/barang) menjadi benda bergerak 

(uang/tunai), dari yang semula wujud (riil) menjadi tidak berwujud 

(abstrak/elektronik/E-Waqf). Padahal negara-negara Islam mulai marak merubah 

sistem pengelolaan harta wakaf konvensional menjadi wakaf elektronik dengan 

bantuan sistem per-Bank-an dan jenis-jenis sistem pembayarannya, seperti Kuwait, 

Qatar, Uni Arab Emirates, Jordania, Saudi Arabia, Mesir, Turki, Bangladesh dan 

Malaysia. Di Indonesia, digitalisasi di bidang keuangan sebenarnya sudah 

didukung oleh pemerintah dengan mencanangkan program GNNT alias Gerakan 

Nasional Non Tunai sejak tahun 2014 namun belum terealisasi secara maksimal. 

Selain itu Zakat, Infaq, Shodaqah (ZIS) juga sudah mulai marak menggunakan scan 

barcode bahkan ditempel di atas kotak amal dan tembok masjid. Namun untuk 

wakaf sangatlah minim karena adanya pemahaman konsep yang berbeda. Oleh 

sebab itu perlu adanya sosialisasi lebih luas dan peningkatan inklusi keuangan 

sehingga pengelolaan dana wakaf ummat Islam menjadi lebih cepat, efisien, 

terintegrasi, aman, terkontrol dan lintas batas. Tesis ini bertujuan untuk; 1) Untuk 

Mengetahui Bagaimana Kondisi Wakaf Elektronik (E-Waqf) di Indonesia Saat Ini. 

2) Untuk Menganalisis Model Transformasi Manajemen Wakaf Elektronik (E-

Waqf) Via Scan Barcode Di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan yaitu studi pustaka (Literature), melalui buku, jurnal ilmiah, website, 

dll. Selain itu wawancara kepada beberapa informan dari narasumber sebagai 

penguat data penelitian. Adapun teknik analisis data menggunakan teknik analisis 

kualitatif yang memiliki empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Hasil penelitian ini diharapkan adanya Transformasi Manajemen Pengelolaan 

Wakaf Elektronik (E-Wqf) di Indonesia menjadi lebih Modern, Accessable, Cepat, 



 

vii 

 

Aman dan Transparan melalui Virtual Payment via Scan Barcode sebagai media 

tempat menghimpun dana wakaf dengan cepat dan tepat sembari diawasi langsung 

oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai Penyelenggara, Lembaga Keuangan; 

Badan Usaha, dan/atau Masyarakat yang sudah ditunjuk agar tidak terjadi 

penyelewengan dana. Tujuan akhirnya adalah terciptanya Kesejahteraan 

Masyarakat yang lebih luas-lintas batas di semua lini kehidupan. 

 

Katakunci: Barcode; Elektronik; Kesejahteraan; Modernisasi; Wakaf. 
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ABSTRACT 

 

Virtual Payment through barcode scanning is one of the impacts of digitalization 

and modernization of technology in the field of payment management in various 

ways, which initially through the Transfer System (Manual Transfer; ATM; Mobile 

Banking etc.) to the Barcode System (QR Code; QRIS, Universal Product Code 

(UPC-A); EAN-13; Datamatrix etc.). Not to mention E-money and various E-

Commerce Platforms providing electronic payment services such as OVO and GO-

PAY, etc. they also use barcode scanning and are even considered more effective 

and considered easier by most people. Therefore, Waqf Management should also 

adapt to the development of world technology which is increasingly modern and 

more flexible, one of which is using the barcode scan above. Unfortunately, there 

are still many Waqf Managers (Nadzir) in Indonesia who still apply the 

Conventional Management System where they tend to maintain old habits in 

collecting funds from Waqf (Wakif) for certain reasons, both lack of understanding 

of religious doctrine and lack of ability to utilize current developments in 

information technology. This certainly causes the ineffectiveness of the Muslim 

community in Waqf Asset Management, especially the understanding of waqf assets 

(Mauquf) which is conservatively fixed (land/goods) to movable (money/cash), from 

the original tangible (real) to intangible (abstract/electronic/E-Waqf). In fact, 

Islamic countries are starting to change the conventional waqf asset management 

system to electronic waqf with the help of banking systems and types of payment 

systems, such as Kuwait, Qatar, the United Arab Emirates, Jordan, Saudi Arabia, 

Egypt, Turkey, Bangladesh and Malaysia. In Indonesia, digitalization in the 

financial sector has actually been supported by the government by launching the 

GNNT program aka the National Non-Cash Movement since 2014 but has not been 

realized optimally. In addition, Zakat, Infaq, Shodaqah (ZIS) has also begun to 

widely use barcode scanning even affixed to donation boxes and mosque walls. 

However, for waqf it is very minimal due to different conceptual understandings. 

Therefore, there is a need for wider socialization and increased financial inclusion 

so that the management of Islamic waqf funds becomes faster, more efficient, 

integrated, secure, controlled and cross-border. This thesis aims to; 1) To find out 

how the current condition of Electronic Waqf (E-Waqf) in Indonesia is. 2) To 

analyze the transformation model of Electronic Waqf Management (E-Waqf) via 

Barcode Scan in Indonesia. This research is a qualitative research with a 

descriptive analytical approach. The data collection technique used is a literature 

study, through books, scientific journals, websites, etc. In addition, interviews with 

several informants from sources as a reinforcement of research data. The data 

analysis technique uses a qualitative analysis technique that has four stages: data 

collection, data reduction, data presentation and the final step is drawing 

conclusions and verification. The results of this study are expected to transform 

Electronic Waqf Management (E-Wqf) in Indonesia to be more modern, accessible, 

fast, secure, and transparent through Virtual Payment via Barcode Scanning, a 

medium for collecting waqf funds quickly and accurately, while being directly 

supervised by the Indonesian Waqf Board (BWI) as the organizer, financial 

institutions, business entities, and/or designated communities to prevent 
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misappropriation of funds. The ultimate goal is to create broader, cross-border 

community welfare across all aspects of life. 

 

Keywords: Barcode; Electronic; Welfare; Modernization; Waqf. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Pada awalnya sistem transaksi pembayaran digital (Virtual Payment) diciptakan 

hanya sebagai motor penggerak dunia usaha dan per-bank-an. Namun, seiring 

perkembangan zaman dan berjalannya waktu banyak orang yang mulai merasakan 

banyak manfaatnya di berbagai sektor kehidupan, tidak terkecuali dalam sektor syari’ah 

dengan mencakup di dalamnya wakaf. Permasalahan utamanya banyak pengelola dana 

wakaf yang masih mempertahankan konsep lama/konvensional dengan datang manual 

ke KUA setempat dan nantinya akan ada petugas yang mencatat data wakaf tersebut 

yang telah diserahkan, dan dari data tersebut nantinya akan dikeluarkan sertifikat wakaf 

berupa kertas yang sangat rentan terjadi kehilangan ataupun kerusakan. Dilain sisi, 

banyak Lembaga Pengelola Wakaf masih berprinsip wakaf harus benda berwujud (riil) 

yang pastinya sedikit menyulitkan dalam pengaplikasiannya dan memakan biaya serta 

waktu yang lama antar pihak.  

Pihak pengelola wakaf (Nadzir) juga banyak yang belum bisa memanfaatkan 

teknologi digital dalam menghimpun dana wakaf, padahal apabila nadzir bisa 

memanfaatkan kondisi kemajuan teknologi digital ini, tidak menutup kemungkinan 

dana wakaf yang akan terkumpul bisa lebih cepat dan lebih besar. GAP ini berkaitan 

dengan pemahaman dalil syar’i (Religion Doctrine) dan hukum nasional yang belum 

sepenuhnya dipahami oleh banyak orang khususnya umat Islam itu sendiri. Padahal 

harta wakaf baik fisik maupun digital, keduanya mempunyai manfaat yang besar bagi 

masyarakat luas, bahkan wakaf juga berperan sebagai instrumen filantropi yang berasal 
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dari syariat Islam yang perlu dioptimalkan melalui pengelolaan secara produktif dengan 

berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup serta 

berpedoman pada aturan syariah dengan pemanfaatan teknologi digital di era modern 

ini. 

Selain itu terjadi pergeseran kedudukan harta setelah diwakafkan yang pada 

mulanya konvensional menjadi progresif, atau dengan kata lain yang mulanya stuck di 

tempat menjadi lebih produktif dan flexible untuk kepentingan ibadah dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum atau kepentingan-kepentingan lain yang lebih 

maslahat sesuai dengan perkembangan zaman yang sejalan dengan tujuan dan fungsi 

wakaf. Dalam Pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa dalam 

rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat 

diperuntukkan bagi; sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta 

kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak telantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan 

dan peningkatan ekonomi umat, dan atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang 

tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan(Rochania Ayu 

Yunanda, 2016: 17). 

Dengan adanya perkembangan pesat pada sektor teknologi informasi dan 

telekomunikasi pada era digital ini, menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan 

masyarakat ummat Islam. Teknologi sendiri merupakan suatu hal yang memiliki tujuan 

untuk mempermudah kehidupan manusia secara praktis dan dibuat bersumber dari ilmu 

pengetahuan yang dalam beberapa dekade terakhir ini telah mendorong banyak inovasi 

baru dalam bermacam bidang (Antonius Arthur Aripin, 2018: 1789). Salah satu 

fenomena terkait teknologi yang sedang populer saat ini adalah munculnya sistem 
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transaksi pembayaran digital (Virtual Payment) baik transfer maupun Scan Barcode 

bahkan sudah muncul uang digital baik E-money maupun Bitcoin.  

Sistem Virtual Payment ini merupakan salah satu konsep transaksi pembayaran 

melalui teknologi dimana transaksi tercatat secara elektronik dan langsung disalurkan 

kepada pemilik nomor rekening atau Barcode dengan bantuan pihak ketiga untuk 

menjaminnya, baik per-bank-an maupun platform E-Commerce lainnya sehingga 

nantinya dengan setiap penggunanya dapat saling memverifikasi informasi terkait 

transaksi secara bersama-sama, dengan tempat penyimpanan data atau dokumen 

elektronik, kode dari hasil enkripsi (baru dan lama) dengan memiliki keunggulan dalam 

bidang keamanan dan keterbukaan (Mufti Alifia, 2021: 6.). Dari penjelasan tersebut, 

terlihat jelas bahwa Virtual Payment merupakan contoh implementasi dari teknologi 

yang dapat membantu mengelola dana wakaf dari Wakif kepada Nadzir sampai ke 

tangan Mauquf ‘Alaih. 

Pada hakekatnya data wakaf yang tersimpan haruslah bersifat kekal dan tidak 

dapat diubah. Setelah adanya perkembangan teknologi berbasis Virtual Payment dengan 

segudang kelebihannya dan diawasi oleh pihak ketiga (Bank atau Platform) dapat 

dikatakan risiko dan permasalahan di atas dapat diminimalisir. Dengan database wakaf 

baik siapa yang berwakaf (wakif), pengelola wakaf (nadzir), harta wakaf (Mauquf) dan 

penerima wakaf (maquf ‘alaih) yang telah tersimpan melalui transaksi Virtual Payment 

akan aman dan tidak dapat diubah, serta bersifat transparan dalam pengelolaannya. 

Adapun keamanan dana yang tersimpan pastinya sudah terjamin oleh penyelenggara 

wakaf yang berkekuatan hukum dan sulit untuk diretas. Bahkan, apabila ada 

kemungkinan terburuk, dana wakaf tetap bisa ditelusuri kemana larinya dan bisa digugat 
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di pengadilan sesuai peraturan yang berlaku(Muhammad Budi Buchari Harahap, 2021: 

104). 

Tidak bisa dipungkiri perkembangan wakaf di Indonesia saat ini juga semakin 

berkembang. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya jumlah dan cakupan harta benda 

wakaf, baik berupa tanah, barang, uang, dan lain sebagainya yang tersebar di berbagai 

wilayah Indonesia. Digitalisasi ini membuka peluang lebih besar untuk transformasi 

manajemen pengelolaan dan perubahan modal bisnis yang ada, struktur sosial ekonomi, 

hukum dan langkah-langkah kebijakan, pola organisasi, hambatan budaya, dan lain-lain. 

Digitalisasi wakaf diharapkan dapat meluas dan semakin kuat, sehingga berdampak 

signifikan terhadap laju perekonomian Indonesia. Selain itu proses transformasi 

manajemen pengelolaan wakaf juga harus dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia 

(BWI) melalui digitalisasi wakaf baik dalam pelayanan pengumpulan dana wakaf, 

pendaftaran, pengecekan, penyaluran dan monitoring program. Hasil penelitian ini 

diharapkan adanya Transformasi Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia menjadi 

lebih Modern, Mudah Diakses (Accessable), Cepat, Aman dan Transparan melalui 

Virtual Payment sebagai media tempat menghimpun dana wakaf baik melalui transfer 

uang, Scan Barcode dan model pengumpulan dana digital lainnya dengan tetap diawasi 

langsung oleh BWI sebagai Penyelenggara, Lembaga Keuangan; Badan Usaha, dan/atau 

Masyarakat yang sudah ditunjuk agar tidak terjadi penyelewengan. Tujuan akhirnya 

adalah terciptanya Kesejahteraan Masyarakat yang lebih luas-lintas batas di semua lini 

kehidupan. 

Dari latar belakang di atas dan manfaat besar bagi umat Islam maka penulis 

sangat tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis 
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yang berjudul, “MODEL TRANSFORMASI BARU MANAJEMEN 

PENGELOLAAN WAKAF ELEKTRONIK MENGGUNAKAN SCAN 

BARCODE DI INDONESIA”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berangkat dari latar belakang di atas, serta untuk memudahkan pembahasan 

dalam penelitian ini, maka peneliti memfokuskan penelitian sebagai berikut untuk 

diangkat : 

1) Adanya bentuk sistem pembayaran baru serta teknologi secara digital yang 

menopangnya yaitu Virtual Payment melalui Scan Barcode, dengan dapat 

memberi pengaruh kepada kecepatan dan kemudahan pengumpulan dana wakaf 

di Indonesia seperti halnya yang sudah diterapkan dalam Zakat, Infaq dan 

Shodaqah (ZIS). 

2) Adanya lembaga pengelola wakaf yang bekerjasama dengan per-Bank-an dan 

Platform E-Commerce yang sudah mulai menerapkan sistem teknologi Virtual 

Payment seperti transfer  via Scan Barcode yang dinilai lebih cepat, efisien, 

accessable; efektif dan mudah dimonitor langsung melaui sistem per-Bank-an. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik untuk memenuhi syarat penulisan 

tesis yang memadai, dan untuk pengumpulan data yang lebih mudah serta 

pembahasannya, maka materi dalam penulisan ini memerlukan adanya ruang lingkup 

yang di buat penulis. Ruang lingkup dalam penulisan tesis merupakan suatu hal yang 



 

 

6 

 

signifikan, yaitu agar pembahasan tidak menyimpang dari tujuan penelitian semula, 

serta agar materi yang dicari dan digali dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan 

penelitian ini. 

Penulisan tesis ini fokus mengkaji tentang model transformasi teknologi sistem 

transaksi pembayaran digital (Virtual Payment) melalui Scan Barcode dalam 

manajemen pengumpulan dana wakaf di Indonesia yang dinaungi oleh Badan Wakaf 

Indonesia (BWI), serta manfaat apa saja yang timbul setelah adanya penerapan 

teknologi ini dalam sistem perwakafan di Indonesia. Selain itu sebagai penguat kami 

juga akan memberikan pembanding penerapan Virtual Payment via Scan Barcode di 

IIUM Endowment Fund (IEF) Malaysia dan beberapa Negara Islam sehingga ditemukan 

integrasi pemahaman modernisasi manajemen dana wakaf secara menyeluruh.  

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang 

hendak dikemukakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana Kondisi Manajemen Wakaf Elektronik (E-Waqf) di Indonesia Saat 

Ini? 

2) Bagaimana Model Transformasi Baru Manajemen Pengelolaan Wakaf 

Elektronik Menggunakan Scan Barcode di Indonesia? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1) Untuk Mengetahui Bagaimana Kondisi Wakaf Elektronik (E-Waqf) di Indonesia 

Saat Ini. 

2) Untuk Menganalisis Model Transformasi Baru Manajemen Pengelolaan Wakaf 

Elektronik Menggunakan Scan Barcode di Indonesia. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka manfaat penelitian 

yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Manfaat Teoritis: 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

keilmuan dalam pengembangan sistem wakaf di Indonesia khususnya kemudahan dan 

kecepatan dalam menghimpun dana wakaf serta mudah dimonitoring. 

2) Manfaat Praktis: 

a. Menjadi masukan kepada lembaga-lembaga pengelolaan wakaf di 

Indonesia agar bisa mengetahui tatacara dan beradaptasi dalam 

mengelola dana wakaf dengan perkembangan teknologi digital seiring 

perkembangan zaman. 

b. Memperkenalkan sistem Virtual Payment/Pembayaran Elektonik Via 

Scan Barcode kepada lembaga-lembaga pengelolaan wakaf di Indonesia 

dan berkolaborasi dengan per-Bank-an dan Paltform E-Commerce 

lainnya. 

c. Untuk mengetahui permasalahan yang akan muncul dan mencoba 

memberikan masukan sebagai alternatif solusi dalam bentuk penelitian 
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tentang pengimplementasian sistem Virtual Payment Via Scan Barcode 

dalam pengembangan sistem wakaf di Indonesia demi terealisasinya 

kesejahteraan masyarakat yang lebih luas, tidak hanya umat Islam namun 

juga semua umat beragama yang lebih luas-lintas batas di semua lini 

kehidupan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Kajian Pustaka memuat hasil kajian teori/konsep, temuan ilmiah dan inovasi 

metode yang sudah dicapai sebelumnya, baik oleh peneliti sendiri ataupun berasal dari 

peneliti yang lain dalam bidang kajian yang sangat relevan dengan usulan penelitian 

yang diajukan. 

2.1 Wakaf secara Umum 

1) Pengertian Wakaf 

Kata “wakaf” berasal juga dari kata”waqafa” yang artinya “menahan” 

atau “berhenti” atau “diam di tempat”. Kata “waqafa (fiil madi)-yaqifu(fiil 

mudari’)-waqfan(isim masdar)” sama artinya dengan “habasa-yahbisu-

tahbisan” artinya mewakafkan (Ahmad Wasison Munawwir, 2002:1576). 

Sedangkan menurut kamus Bahasa Indonesia wakaf adalah pemberian yang ikhlas 

dari seseorang berupa benda bergerak atau tidak bergerak bagi kepentingan 

umum, atau badan yang dibentuk berkaitan dengan agama Islam (Tim Reality, 

2008: 672). Menurut Undang-undang di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 

41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum Wakif 

untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di 

manfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut 

syariah. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 215 

dinyatakan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau 

badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan 
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melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan 

umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. 

a. Wakaf Berdasarkan Hukum Islam  

1. Al-Qur'an: 

ا تحُِبُّوْنَ وَمَا تنُْفِقوُْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ الله بَِهِ عَلِيْم    لَنْ تنََالوُْا الْبِرَّ حَتَّى تنُْفِقوُْا مِمَّ . 

Artinya: "kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang 

sempurna) sebelim kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa 

saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Alloh mengetahui". (QS: Ali 

Imron: 92) 

2. Sunnah Rasulullah SAW 

لَدٍ صَا لِحٍ يَدْعُوْلَهاِذاَ مَا تَ ابِْنُ ادَمََ انِْقطََعَ عَمَلهُُ الِاَّ مِنْ ثلَاثَةٍَ, صَدَ قَةٍ جَا رِيَةٍ, اوَْعِلْمٍ ينَْتفَِعُ بِهِ اوَْ وَ  . 

Artinya: "Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka 

terputuslah amalnya kecuali tiga perkara shadaqoh jariyah, ilmu yang 

bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya". (HR. Muslim) 

b. Rukun Dan Syarat Wakaf 

1. Orang yang berwakaf (Wakif) 

2. Benda yang diwakafkan (Mauquf) 

3. Tujuan/ tempat diwakafkan harta itu adalah penerima wakaf (Mauquf ‘Alaih) 

4. Pernyataan/ lafaz penyerahan wakaf (sighat)/ ikrar wakaf 

5. Nadzir (Pengelola Wakaf) 

6. Jangka Waktu Wakaf 
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c. Wakaf Berdasarkan Hukum Pemerintahan Republik Indonesia   

1. Undang-Undang Dasar 1945, Bab XIV Tentang Perekonomian Nasional Dan 

Kesejahteraan Sosial, Perubahan Keempat 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Lembar Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Lembar Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 105. 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 

5. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang  Kompilasi Hukum Islam  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No.41 

Tahun 2004 Tentang Wakaf. 

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan 

Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang. 

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi 

Pendaftaran Wakaf Uang. 

10. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur 

Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran/ Perubahan Status 

Harta Benda Wakaf. 
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11. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara 

Pendaftaran dan Penggantian Nadzir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak 

Berupa Tanah. 

12. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Berupa Uang. 

13. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman 

Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf 

14. Fatwa MUI No. 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang. 

 

d. Wakaf Di Beberapa Negara Islam 

1. Malaysia 

Undang-undang yang berkenaan tentang wakaf di Malaysia termasuk 

undang-undang tentang harta yang cukup komprehensif dan jelas, jika 

dibandingkan dengan undang-undang mengenai pembagian harta waris, wasiat, 

baitul mal dan asuransi. Enakmen tentang ini telah berusaha mengatur dan 

mengarahkan manajerial harta yang diwakafkan, dengan satu sistem pengelolaan 

yang tidak membedakan jenis-jenis wakaf ‘am, wakaf khas dan nazar ‘am (Dewan 

Bahasa dan Pustaka, 1991: 180). Wewenang untuk mengaturnya berada ditangan 

Mahkamah Syari’ah, walau boleh juga diserahkan kepada Mahkamah Negeri 

(Sekuler). Parameter harta wakaf dianggap benar dan absah apabila sesuai dengan 

ketentuan dalam Undang-undang Islam. Secara substantif terdapat beberapa pasal 

(seksyen) dalam Enakmen yang menunjukkan bagaimana seharusnya pola kerja 

lembaga otoritas (Majlis) dalam menangani proses-proses prosedural wakaf 
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(Hoker, MB., 1976: 64). Di antaranya pasal 61dan 62 Akta Pentadbiran Undang-

undang Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan).  

2. Brunei Darussalam 

Praktik wakaf dan perkembangan pengelolaan wakaf di Negara Brunei 

Darussalam dimulai pada tahun 1955 saat dikeluarkannya Undang-Undang 

Negara Brunei Darussalam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77 yang 

mengatur tetang wakaf (‘Aisyah Radiah Binti Haji Gani, 2019: 65). Sebelum 

ditetapkannya Undang-Undang Negara Brunei Darussalam dan Mahkamah-

Mahkamah Kadi Penggal 77 sebagai hukum dalam pengelolaan wakaf, pihak 

kerajaan atau pihak tertentu tidak mempunyai hak dalam mengurus dan mengelola 

harta wakaf di Brunei Darussalam kecuali pihak yang ditunjuk langsung oleh para 

pewakif sebagai nadzir tanpa adanya administrasi yang jelas. Hal inilah yang 

menyebabkan tidak adanya catatan resmi tentang sejarah pengelolaan wakaf 

begitu pula dengan aset-aset wakaf terdahulu. Sedangkan pengelolaan wakaf 

mulai dikelola oleh pemerintah dibawah kendali Majlis Ugama Islam Brunei 

(MUIB) sejak tahun 1955 setelah di keluarkannya Undang-Undang yang 

mengatur tentang wakaf. Hal tersebut membawa dampak positif terhadap 

pengelolaan wakaf khususnya dalam pendataan aset wakaf (Majlis Ugama Negara 

Brunei Darussalam, 2018: 4). 

3. Arab Saudi 

Kerajaan Saudi Arabia membuat peraturan bagi Majelis Tinggi Wakaf 

dengan ketatapan Nomor 574 tanggal 16 Rajab 1386 sesuai dengan Surat 

Keputusan Kerajaan Nomor M/35, tanggal 18 Rajab 1386. Majelis Tinggi Wakaf 
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diketuai oleh Menteri Haji dan Wakaf, yakni Menteri yang mengawasi wakaf dan 

menguasai berbagai permasalahan perwakafan sebelum di bentuk Majelis Tinggi 

Wakaf. Adapun anggota Majelis Tinggi Wakaf terdiri atas wakil kementerian Haji 

dan Wakaf, ahli hukum Islam dari Kementerian Kehakiman, wakil dari 

Kementerian (Departemen) Keuangan dan Ekonomi, Direktur Kepurbakalaan 

serta tiga anggota dari kalangan cendekiawan dan wartawan. Majelis Tinggi  

Wakaf  mempunyai  wewenang  untuk membelanjakan hasil pengembangan 

wakaf dan menentukan langkah-langkah dalam mengembangkan wakaf 

berdasarkan syarat-syarat yang di tentukan Wakif dan manajemen wakaf 

(Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam DEPAG RI, 2008). 

4. Mesir 

Pada tahun 1946 pemerintah Mesir mengeluarkan undang-undang yang 

mengatur dan menegaskan bahwa semua Wakaf Keluarga di ubah bersifat 

sementara. Baru kemudian pada tahun 1952 sebuah peraturan baru diluncurkan 

yang mengatur tentang tidak diperbolehkannya Wakaf Pribadi (wakaf ahli) 

kecuali untuk tujuan-tujuan derma. Sampai akhirnya pada tahun 1971 pemerintah 

Mesir membentuk Badan Wakaf yang bertugas melakukan kerjasama dalam 

memeriksa tujuan peraturan-peraturan dan program-program pengembangan 

wakaf. Badan ini juga bertugas mengusut dan melaksanakan semua 

pendistribusian wakaf serta semua kegiatan perwakafan agar sesuai tujuan-tujuan 

yang di tetapkan. Badan ini juga menguasai pengelolaan wakaf dan memiliki 

wewenang untuk membelanjakan dengan sebaik-baiknya (Jumhuriyyah Misr al-

‘Arobiyyah, 1993). 
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5. Turki 

Pengelolaan wakaf di Turki juga di kelola oleh Direktorat Jenderal 

Wakaf. Sejauh ini ada dua pelayanan yang di berikan oleh Ditjen Wakaf, yaitu 

pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial. Pelayanan kesehatan di berikan 

melalui wakaf-wakaf rumah sakit. Peran Ditjen Wakaf di Turki begitu besar dalam 

pengelolaan wakaf dengan terus mengembangkan harta wakaf secara produktif 

melalui upaya komersial dan hasilnya untuk kepentingan sosial. Upaya komersial 

Ditjen Wakaf Turki terhadap harta wakaf adalah dengan melakukan kerjasama 

dan investasi di berbagai lembaga, antara lain Yvalik and Aydem olive Oil 

Corporation, Tasdelen Healthy Water Corporation, Auqaf Guraba Hospital, 

Taksim hotel (Sheraton), Turkish Is Bank, Ayden Textile Industry dan lain-lain. 

6. Bangladesh 

Di bangladesh wakaf telah di kelola oleh Social investment Bank Ltd 

(SIBL). Bank ini telah mengembangkan Pasar Modal Sosial (the Voluntary 

Capital market), Instrumen- instrumen keuangan Islam yang telah di kembangkan 

antara lain: Surat Obligasi Pembangunan Perangkat Wakaf (Waqf Properties 

Development Bond), sertifikat wakaf uang/tunai (Cash waqf Deposit Certificate). 

sertifikat wakaf keluarga (Family Waqf Certificate), obligasi pembangunan 

perangkat masjid (Mosque Properties Development Bond), saham komunitas 

masjid (Mosque Community Share), Quarde Hasana Sertificate, sertifikat 

pembayaran zakat (Zakat/Ushar Payment Certificate), sertifikat simpanan haji 

(Hajj Saving Certificate), dan lain-lain (.M.A. Mannan, 2001: 1). 
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7. Yordania 

Secara administratif pelaksanaan pengelolaan wakaf di Kerajaan 

Yordania di dasarkan pada Undang Undang Wakaf Islam nomor 25 Tahun 1947. 

Dalam undang-undang tersebut di sebutkan bahwa yang termasuk dalam urusan 

Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam adalah Wakaf Masjid, Madrasah, 

lembaga-lembaga Islam, Rumah-rumah Yatim, tempat pendidikan, lembaga-

lembaga Syariah, kuburan- kuburan Islam, urusan-urusan Haji dan urusan-urusan 

Fatwa. UU Wakaf yang mengatur tentang pengaturan wakaf tersebut kemudian 

diperkuat oleh Undang Undang Wakaf Nomor 26 Tahun 1966 (Zainal Abidin 

Ahmad, 1979). 

e. Macam-Macam Wakaf  

1. Wakaf Langsung 

Wakaf non-produktif atau wakaf langsung adalah proses pengelolaan 

wakaf untuk memberikan pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak 

seperti wakaf masjid, tanah, sekolah, jembatan, rumah sakit, dan lain-lain (Munzir 

Wakaf, Menejemen Wakaf, 2017: 22-23).                                                              

2. Wakaf Produktif 

Konsep wakaf produktif pada dasarnya dilandasi oleh ketidak puasan 

pihak pemerintah (terutama Departemen Agama) terhadap pengelolaan harta 

wakaf yang dilakukan Nadzir yang berjalan selama ini, sehingga lahirnya UU 

Nomer 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dan PP Nomer 42 Tahun 2006 Tentang 

Pelaksanaan UU Nomer 41 Tahun 2004 adalah bagian dari semangat 

memperbaharui dan memperluas cakupan obyek wakaf dan pengelolaannya agar 
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mendapatkan manfaat yang maksimum (Jaih Mobarok, 2008, 15). Yang termasuk 

dalam wakaf produktif antara lain adalah: 

a) Wakaf uang/tunai  

b) Wakaf Saham 

c) Wakaf Obligasi Syariah  

d) Wakaf Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 

e) Wakaf Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun  

f) Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) 

f. Sejarah Pengelolaan Wakaf Di Indonesia  

1. Periode Tradisional (Sebelum Kemerdekaan-1991) 

2. Periode Semi-Profesional (1991-2004) 

3. Periode Professional (2004-Sekarang terus berkembang) 

g. Sistem Manajemen Pengelolaan Wakaf  

1. Kepemimpian 

2. Rekrutmen Sumber Daya Manusia KeNadziran 

3. Operasional pemberdayaan 

4. Pola pemanfaatan hasil 

5. Sistem kontrol dan pertanggungjawaban 

6. Strategi Pengembangan Tanah Wakaf Secara Produktif 

2) Wakaf Uang/Tunai  

a. Pengertian Wakaf Uang/tunai 

Wakaf uang/tunai/Cash waqf adalah wakaf yang dilakukan seseorang, 

kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Dalam 
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hal ini juga termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti 

saham, cek dan lainnya. 

b. Dasar Hukum Wakaf Uang/tunai 

Ulama mahzab Syafi’i membolehkan wakaf  uang. Hal ini dapat 

diketahui dari Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi’i tentang di bolehkannya 

wakaf dinar dan dirham (uang)”(Al-Mawardi, 1994: 379). Imam Al Zuhri (W.124 

H) juga menyatakan bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara 

menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya di 

salurkan kepada Mauquf ‘Alaih (Wahbah Al Zuhaili, 1985: 162). Mutaqaddimin 

dari ulama mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang/tunai dinar dan dirham, atas 

dasar istihsan Bi Al Urfi. Dasar yang di jadikan argumentasi adalah Atsar Abdillah 

bin Mas’ud, yaitu; “Apa yang di pandang baik atas kaum muslimin maka dalam 

pandangan Allah adalah baik, dan apa yang di pandang buruk oleh kaum 

muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”. Selain itu Komisi Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membolehkan wakaf uang/tunai. Fatwa 

Komisi fatwa MUI itu di keluarkan pada tanggal 11 Mei 2002.  

c. Beberapa Contoh Pemanfaatan Wakaf Uang/tunai Dalam Sejarah 

Islam 

a) Hasanwayh (w. 1015 M), gubernur Bani Buwaihi di Iran Barat, telah 

memanfaatkan dana wakaf  berupa uang dinar dan dirham sebagai intrumen 

kebijakan publik dengan membangun jembatan, penginapan, dan sumur; 

perwatannya dibebankan pada anggaran Negara; di samping itu, Hasanwyh juga 
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telah mewakafkan sejumlah penginapan-masjid tanpa bayaran bagi para siswa 

yang belajar di masjid-masjid. 

b) Adud al-Daulah, khalifah Dinasti Buwaihi, telah memanfaatkan dana wakaf 

yang berasal dari miliknya sendiri senilai seratus ribu dinar untuk membangun 

rumah sakit guna pelayanan kesehatan masyarakat dan pendidikan tenaga medis,  

dan perpustakaan (di sebut dar al-‘ilm) yang juga di gunakan untuk penelitian, 

pendidikan, dan kelompok studi. 

c) Nizham al-Mulk pada tahun 1075 M telah memanfaatkan dana wakaf untuk 

membangun observatorium di  Nishabur  yang dinamai “Sultan Jalal al-Din 

Malik Syah” dan dengan observatorium tersebut, Umar Khayyam, ahli 

astronomi, telah berhasil mereformasi kalender. 

d. Fatwa MUI tentang Wakaf Uang/tunai 

Pada tanggal 11 Mei 2002 (28 Shafar 1423 H), Komisi Fatwa Majlis 

Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang/tunai. Fatwa tersebut 

ditandatangani oleh KH Ma‘ruf Amin (Ketua) dan Hasanudin (Sekretaris). Dalam 

fatwa Majlis Ulama Indonesia tentang wakaf di jelaskan definisi wakaf yang 

dikutif dari kitab Nihâyat al- Muhtâj ilâ Syarh al-Minhâj karya al-Ramli, kitab 

Mugnî al-Muhtâj karya al-Khathib al-Syarbini, dan Buku III Kompilasi Hukum 

Islam, pasal 215, ayat (1). Pertimbangan fatwa Majlis Ulama Indonesia tentang 

wakaf uang/tunai adalah: pertama, QS Ali Imran (3): 92 tentang paerintah agar 

manusia menyedekahkan sebagian harta yang dicintainya; kedua, QS al- Baqarah 

(2): 261-262 tentang balasan yang berlipat ganda bagi orang yang menyedekahkan 

hartanya di jalan Allah dengan ikhlas; dan pelakunya dijamin akan terhindar dari 



 

 

20 

 

rasa khawatir (takut) dan sedih; ketiga, hadits Nabi Saw. yang di riwayatkan oleh 

Imam Muslim, al- Turmudzi, al-Nasa’i, dan Abu Daud tentang perbuatan yang 

senantiasa mengalir pahalanya mesikupun pelakunya telah meninggal dunia; 

keempat, hadits yang di riwayatkan oleh imam Bukhari, Muslim, dan yang lainnya 

tentang wakaf tanah yang di lakukan oleh ‘Umar Ibn Khaththab ra; dan kelima, 

qawl (pendapat) Jabir ra. yang menyatakan bahwa para sahabat Nabi saw. 

mewakafkan sebagian harta yang di milikinya. Setelah mempertimbangkan 

Quran, hadits, dan pendapat ulama, akhirnya Komisi Fatwa Majlis Ulama 

Indonesia menetapkan bahwa: a) wakaf uang/tunai adalah wakaf yang di lakukan 

oleh seseoranga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai; b) termasuk dalam 

uang adalah surat-surat berharga; c) wakaf uang/tunai hanya boleh di salurkan dan 

di gunakan untuk hal-hal yang di bolehkan secara syar‘ì; dan d) nilai pokok uang 

harus dijamin kelestariannya, tidak boleh di jual, di hibahkan, dan atau di 

wariskan. Demikian landasan di bolehkannya wakaf uang/tunai sebelum di atur 

dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dari segi fungsi, 

wakaf uang/tunai yang di kelola oleh para Nadzir yang profesional, seperti 

pandangan Uswatun Hasanah, Wakil Ketua Lembaga Kajian Islam dan Hukum 

Islam Fakultas Hukum Uiniversitas Indonesia, dapat di gunakan untuk mengatasi 

masalah kemiskinan (Uswatun Hasanah, 2005: 15). 

Lahirnya berbagai macam peraturan tentang Wakaf ini membawa 

konsekuensi bagi sistem pengelolaan wakaf di Indonesia agar lebih professional 

dan independen. Untuk itu di perlukan suatu lembaga dan sistem baru yang 

memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam memberdayakan asset wakaf di 
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Indonesia agar lebih produktif mengingat potensi wakaf uang/tunai pada tahun 

2017 untuk Indonesia nilainya sekitar tiga trilyun per tahun. Jumlah ini memang 

masih jauh bila di bandingkan dengan potensi zakat yang nilainya sekitar 21 

trilyun menurut data PIRAC (BWI,2018).  Pada intinya wakaf uang/tunai 

memerlukan beberapa peraturan yang lebih khusus karena bersifat unik. Di satu 

sisi, wakaf uang/tunai harus di jadikan modal usaha; dengan kata lain, benda 

wakaf berupa uang harus diperlakukan sebagai obyek bisnis (tijarah) yang 

mengandung risiko; sedangkan di sisi lain, hasil usaha dari benda wakaf 

didermakan kepada pihak yang berhak; dengan demikian, wakaf termasuk 

institusi sosial (tabarru’) untuk kebajikan. Dari segi hukum, wakaf uang/tunai 

memerlukan dukungan berupa fatwa dan peraturan teknis lainnya yang terkait 

guna memaksimumkan  peran wakaf dalam mensejahterakan 

masyarakat.Peraturan yang bersifat teknis yang di perlukan dalam pengumpulan, 

investasi, dan penyaluran hasil wakaf uang/tunai di perlukan guna: a) menjaga 

“keabadian” wakaf uang/tunai sebagai modal usaha (ra’s al-mal); b) investasi di 

lakukan dengan cara dan pada sektor yang halal/yang terbebas dari unsur riba; dan 

c) penyaluran hasil wakaf di lakukan secara adil dan proporsional apalagi 

sekarang dunia elektronik dan teknologi sudah sangat canggih, pastinya inovasi 

wakaf uang/tunai pun akan mulai beralih pada sistem elektronik atau disebut juga 

dengan Electronic Waqf (E-Waqf), tujuan akhirnya adalah tercapainya 

kesejahteraan masyarakat luas demi terselenggaranya negara yang Baldatun 

Thoyyibatun Wa Rabbun Ghofurun. 
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3) Wakaf Uang Menjadi Elektronik (E-Waqf) 

Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf uang diakui memiliki dampak yang 

lebih cepat dibadingkan jenis wakaf benda kongkrit, akibat sifat fleksibilitas yang 

dimiliki wakaf jenis ini dalam menyikapi kondisi lingkungan yang ada. Efektifitas 

instrumen ini bagi perekonomian sangat tergantung dari peran negara dalam 

penggunaannya. Sehingga saat ini diperlukan sebuah perencanaan yang matang 

oleh pemerintah dalam rangka implementasinya diperekonomian, baik pada 

kesiapan regulasi berupa undang- undang maupun kesiapan institusi yang 

integratif dengan institusi-institusi ekonomi yang lain. 

Mengenai wakaf uang di Indonesia dinyatakan Dr Uswatun Hasanah, 

Ketua Divisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Badan Wakaf Indonesia 

bahwa pada saat ini sudah tidak ada masalah lagi dengan wakaf bentuk ini. 

Menurutnya pada 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah 

menetapkan bahwa “Wakaf uang (Waqf al- Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan 

seseorang, kelompok, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. 

Wakaf uang termasuk juga ke dalam pengertian surat-surat berharga. Wakaf uang 

hukumnya Jawaz (boleh)”. Wakaf uang hanya boleh digunakan untuk hal-hal 

yang dibolehkan secara syar’i. Sementara nilai pokok wakaf uang harus dijamin 

kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan (Uswatun 

Hasanah, 2002: 56). 

Sebagai wakaf produktif, wakaf tunai memiliki banyak kelebihan di era 

modern ini. Wakaf tunai bisa menjadi alternatif pembiayaan investai di sektor riil 

yang sedang dibutuhkan di Indonesia saat ini. Mustafa Edwin Nasution (2006: 2-
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3) mengatakan wakaf tunai memiliki instrumen mobilisasi dana yang bervariasi. 

Selain itu dapat memperluas basis sumber dana secara signifikan karena 

nominalnya jauh lebih rendah dan bervariasi dibandingkan wakaf aset fisik seperti 

tanah dan gedung. Wakaf tunai mudah dikelola dan dikembangkan menjadi wakaf 

produktif karena memiliki banyak alternatif penempatan investasi, baik di 

portofolio keuangan domistik ataupun global. 

Beberapa hal penting yang merupakan terobosan dalam perkembangan 

wakaf sejak disahkannya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang 

kemudian disusul dengan diterbitkannya PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang 

Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 adalah (1). Dibentuknya Badan Wakaf 

Indonesia, tujuan utamanya adalah agar perwakafan secara nasional bisa maju dan 

berkembang. (2). Diakuinya wakaf benda bergerak, termasuk wakaf tunai (uang). 

(3). Dilakukan pengelolaan harta wakaf secara produktif sehingga kemaslahatan 

ummat bisa tercapai. 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghasilkan 

konsep pengelolaan wakaf melalui basis internet yang dikenal dengan istilah 

“wakaf online atau wakaf elektronik”. Wakaf Elektonik (E-Waqf) adalah wakaf 

yang transaksinya dilakukan secara online (interconecting networtk) oleh siapa 

saja dan di mana saja melalui sistem digital baik produk-produk per-Bank-an 

maupun platform lainnya. Pengawasan pengelolaan dan pendistribusiannya dapat 

melalui akses website sebagai lembaga atau institusi pengelola wakaf tersebut. 

Kemudian pengelolaan wakaf ini tentu saja memunculkan persoalan baru, tidak 

berjumpanya secara fisik dan tidak diketahuinya kesepakatan hukum, tidak 
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adanya saksi, sehingga proses ikrar wakaf menjadi tidak jelas hukumnya. Namun, 

dengan adanya kemajuan teknologi dalam manajemen transaksi/pembayaran 

digital (Virtual Payment) dengan segala tatacaranya bisa diadopsi dalam 

pengelolaan menghimpun dana wakaf dengan kerjasana per-Bank-an dan platform 

lainnya sehingga masalah ini bisa di atasi. 

4) Sistem Pembayaran Digital/Online (Virtual Payment) 

Dalam beberapa tahun terakhir ini, industri per-Bank-an dan e-

commerce berkembang pesat sehingga sistem pembayaran online (Virtual 

Payment) yang digunakan pun semakin beragam. Virtual Payment adalah proses 

pembayaran yang dilakukan melalui internet atau jaringan computer dengan 

segala jenis ragamnya secara elektronik. Saat ini, banyak sekali metode 

pembayaran online yang tersedia, seperti transfer bank, kartu kredit, dompet 

digital, dan virtual account. 

Dalam Virtual Payment, pengguna tidak perlu datang ke tempat 

pembayaran secara fisik untuk melakukan transaksi, namun cukup menggunakan 

perangkat seperti komputer, laptop, atau smartphone yang terhubung ke internet 

baik memasukkan kode bilangan maupun cukup dengan Scan Barcode. Hal ini 

memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna, terutama setelah masa 

sulit pandemi Covid-19 hampir semua bidang kehidupan dilakukan secara online 

tanpa harus bertatap muka langsung.   

Virtual Payment dapat dilakukan melalui berbagai macam cara, di 

antaranya adalah melalui kartu kredit, transfer bank, Scan Barcode, e-wallet, atau 

melalui layanan pembayaran online seperti PayPal, Alipay, dan sebagainya. Setiap 
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metode pembayaran memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, 

sehingga pengguna dapat memilih metode pembayaran yang sesuai dengan 

kebutuhan dan preferensi mereka.  

Salah satu keuntungan utama dari Virtual Payment adalah kemudahan 

dan kecepatan dalam melakukan transaksi. Dalam beberapa detik saja, 

pembayaran online dapat dilakukan dengan mudah melalui smartphone atau 

komputer, tanpa perlu datang ke tempat pembayaran secara fisik. Selain itu, 

pembayaran online juga lebih aman dan terjamin, karena tidak perlu membawa 

uang tunai yang rawan dicuri atau hilang.  

Namun, pembayaran online juga memiliki beberapa risiko dan 

kelemahan, seperti penipuan atau pencurian identitas, kegagalan transaksi, atau 

terjadinya kesalahan dalam pengiriman dana. Oleh karena itu, sangat penting bagi 

pengguna untuk mengambil langkah-langkah keamanan yang tepat, seperti 

menghindari membuka tautan atau lampiran yang mencurigakan, menggunakan 

kata sandi yang kuat dan unik, dan memperbarui perangkat lunak keamanan secara 

teratur. Lebih utamanya sebelum mengklik transfer nominal uang pastikan 

identitas si penerima atau lembaga penerima tertera jelas dan bisa dipertanggung 

jawabkan secara hukum. 

Virtual Payment juga memberikan manfaat bagi para pelaku wakaf, baik 

pemberi wakaf (Wakif), pengelola wakaf (Nadzir), barang/uang yang diwakafkan 

(Mauquf) dan penerima wakaf (Mauquf’Alaih). Dalam era digital saat ini 

manajemen pengelolaan wakaf dapat menjangkau jaringan yang lebih luas dan 

mudah, dengan memanfaatkan berbagai platform dan layanan pembayaran online. 
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Selain itu, dengan Virtual Payment, komunikasi antar pihak dalam penghimpunan 

dana wakaf dapat dilakukan secara cepat, efisien dan dapat dipertanggung 

jawabkan. 

Virtual Payment memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi 

keuangan internasional dengan mudah. Hal ini dapat membantu memudahkan 

transaksi bisnis atau kebutuhan pribadi dengan pengguna di luar negeri. Terlebih 

lagi, beberapa platform pembayaran online dapat memproses transaksi dalam 

berbagai jenis dalam menghimpun dana wakaf yang tidak dibatasi oleh sekat 

daerah bahkan lintas negara. 

 

2.2 Kajian Teori 

1) Teori Modernisasi  

a. Pengertian Modernisasi 

Modernisasi adalah suatu proses perubahan dalam skala besar maupun 

kecil menuju kehidupan yang berkemajuan. Hal ini pula yang menyebabkan 

modernisasi disebut sebagai transformasi aspek kehidupan masyarakat secara 

menyeluruh jika dilihat dari dampaknya. Jika dilihat dari arti katanya, modernisasi 

merupakan bahasa latin “modernus”. 

Kata “modernus” sendiri terdiri dari dua gabungan kata yang memiliki 

arti, yaitu “modo” diartikan sebagai cara, sedangkan “ermus” diartikan sebagai 

masa kini. Menurut Harold Rosenberg, modernisasi merupakan suatu bentuk 

perubahan dari tradisi lama menjadi baru atau menuju taraf kehidupan perkotaan 

sehingga sifat alamiah pedesaan mulai terkikis dalam kelompok masyarakat. Oleh 
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sebab itu, jika dalam suatu daerah telah terjadi modernisasi, maka dapat dipastikan 

bahwa masyarakat yang tinggal di daerah tersebut mengalami perubahan 

karakteristik dari gaya hidup pedesaan menuju gaya hidup perkotaan. 

Selanjutnya Soerjono Soekanto juga mengartikan modernisasi sebagai 

proses yang memiliki jejak kehidupan tradisional ke arah yang lebih maju. Hal ini 

dimaksudkan bahwa kehidupan tradisional tersebut lama-kelamaan menjadi 

berubah secara signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan suatu kelompok 

individu. Sejalan dengan penjelasan tersebut, Abdul Syam menjelaskan 

pengertian modernisasi sebagai transformasi kehidupan ke arah peningkatan 

dalam berbagai aspek yang ada pada masyarakat. 

Selain itu, Ogburn dan Nimkoff juga menjelaskan pengertian 

modernisasi sebagai upaya yang timbul untuk memberikan arahan pada 

masyarakat agar memiliki gambaran besar tentang kehidupan di masa depan yang 

lebih maju dan nyata. Hal lain diungkap oleh Neil Smelser yang menyatakan 

bahwa modernisasi merupakan bentuk ketidakteraturan struktur masyarakat 

dalam melakukan suatu fungsi kehidupan, sehingga terjadilah sub struktural dan 

melibatkan konsep diferensiasi struktural. Oleh sebab itu, dalam buku The 

Consequence of Modernity yang ditulis oleh Anthony Giddens, modernisasi 

dibagi menjadi empat dimensi, yaitu kapitalisme, industrialisme, kemampuan 

pengawasan, dan kekuatan militer. 

 

b. Pengertian Teori Modernisasi 
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Menurut Kerlinger, teori merupakan kumpulan konsep-konsep yang 

berhubungan satu dengan lainnya serta berisi pandangan sistematis terkait 

fenomena tertentu. Definisi lain dari teori juga diungkapkan oleh John W 

Creswell, dimana teori merupakan serangkaian definisi, dalil, serta variabel yang 

saling berkaitan untuk menghasilkan gambaran-gambaran sistematis mengenai 

kondisi tertentu guna menjelaskannya. Sehingga teori modernisasi dapat diartikan 

sebagai serangkaian dalil para ahli yang bersumber dari pandangan terhadap 

perubahan sosial budaya di lingkungan masyarakat, dimana pandangan tersebut 

berkaitan erat tentang perubahan kehidupan dari tradisional menuju modern. 

Selain itu, teori modernisasi juga mencoba menjelaskan tentang perubahan dalam 

babak kehidupan baru masyarakat dengan ciri pedesaan atau tradisional menuju 

masyarakat perkotaan atau modern. 

Teori modernisasi berfokus pada kehidupan masyarakat pra modern 

beserta ciri kehidupan, gejala sosial, serta struktur kehidupan dalam berbagai 

aspek baik ekonomi, politik, industri, pendidikan dan lainnya yang menghasilkan 

perubahan masyarakat bercirikan modern. 

c. Sejarah Munculnya Teori Modernisasi 

Sejarah banyak memberikan kita pengetahuan serta pengalaman. Salah 

satunya adalah sejarah bagaimana perkembangan teori modernisasi. Teori 

modernisasi berkembang dalam tiga fase, yaitu Fase pertama (1950-1960), fase 

kedua (1970-1980), dan fase ketiga (1990-an). Dari ketiga fase inilah teori 

modernisasi bermunculan seiring perubahan kondisi setelah Perang Dunia II. 
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Dimana waktu itu Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan dominan 

yang menguasai seluruh wilayah, kemudian Uni Soviet melakukan perluasan 

terhadap ajaran komunis di berbagai wilayah Eropa Timur dan Asia, sekaligus 

lahirnya negara-negara baru yang merdeka berdaulat di Asia, Afrika, dan Amerika 

Latin. Oleh sebab itu, teori modernisasi tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran 

klasik berdasarkan teori evolusi dan teori fungsionalisme yang seperti kita 

ketahui. 

d. Asumsi Teori Modernisasi 

Lahirnya teori modernisasi sangat berkaitan erat dengan pemikir-pemikir 

barat yang mengawali langkah pencetusan teori saat melihat pandangan yang 

dipercayai sebelumnya. Pertama, teori modernisasi berasal dari asumsi metafora 

yang lahir dari teori evolusi. 

Berdasarkan asumsi evolusi, teori modernisasi dikatakan sebagai babak 

kehidupan yang bersifat homogen, dimana terjadi proses kehidupan bertahap 

tanpa ada usaha mundur. Dengan kata lain modernisasi membawa perubahan yang 

progresif dan memerlukan waktu panjang. Kedua, menurut asumsi 

fungsionalisme yang melahirkan teori modernisasi sebagai pola pikir yang lebih 

sistematik. 

Teori fungsionalisme dalam mengatakan bahwa modernisasi sebagai 

penjelasan tentang babak kehidupan atau transformasi yang urut sekaligus 

bertahap. Asumsi ini meyakini adanya pengaruh pada kejadian sebelumnya serta 

menjadikan hal tersebut sebagai satu bagian proses yang berkesinambungan. 
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e. Teori-Teori Modernisasi 

Mengenai teori modernisasi, awalnya, terdapat pemikiran-pemikiran 

klasik yang mendasari lahirnya teori modernisasi setelah terjadinya Perang Dunia 

II. Seiring berjalannya waktu, mulailah bermunculan teori-teori modernisasi yang 

lebih komprehensif disampaikan oleh beberapa ahli. Berikut penjelasannya: 

1. Teori Modernisasi Klasik 

a) Teori Modernisasi Neil Smelser 

Teori ini menjelaskan bahwa modernisasi bersumber pada pemikiran 

diferensiasi struktural. Dimana semakin banyaknya transformasi kehidupan 

modernisasi, maka akan terjadi ketidakteraturan struktur masyarakat dalam 

menjalankan bermacam fungsi, sehingga timbulah pembagian yang lebih khusus 

dengan pembentukan sub struktural dalam masyarakat. 

b) Teori Modernisasi Walt Whitman Rostow 

Rostow menjelaskan teori modernisasi secara detail dalam sudut pandang 

ekonomi. Ia berkeyakinan bahwa dalam teori modernisasi pembangunan 

ekonomi, ada lima tahapan penting, yaitu masa tradisional, masa persiapan lepas 

landas, masa tinggal landas, masa menuju kematangan, dan masa konsumsi. 

c) Teori Modernisasi James S. Coleman 

Coleman menjelaskan teori modernisasi dari sudut pandang politik. 

Terdapat tiga hal mendasar yang ada pada teori modernisasi politik Coleman, 

yaitu diferensiasi politik sebagai bentuk dari kecenderungan perkembangan 

politik modern, prinsip kesamaan dan keadilan merupakan etos masyarakat 
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modern, serta kapasitas politik ditentukan pada pembangunan politik modern yang 

berkeadilan. 

2. Teori Modernisasi Perkembangan 

a) Teori Modernisasi Talcott Parsons 

Menurut Parsons, teori modernisasi memiliki keterkaitan erat terhadap 

penerapan westernisasi pada negara berkembang. Teori ini mendukung terjadinya 

modernisasi guna memajukan karakteristik negara berkembang agar memiliki 

pola pembangunan seperti di negara eropa barat yang telah maju terlebih dahulu. 

Contohnya adalah penggunaan traktor sebagai alat dalam bidang pertanian, 

dimana penerapan tenaga mekanis mulai digunakan dalam negara berkembang. 

b) Teori Modernisasi Huntington 

Huntington meyakini bahwa teori modernisasi bersifat revolusioner, 

sehingga mendorong perubahan sosial secara cepat. Dalam teori ini dikatakan 

bahwa kehidupan modern tidak bisa dihilangkan dari setiap manusia. Dengan 

demikian, akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat global. Contohnya 

adalah kehidupan masyarakat masa kini cenderung mengikuti trend. Hal ini 

mengakibatkan mereka tidak memiliki prioritas utama dalam pemenuhan 

kebutuhan. Inilah yang membuat generasi masa kini sangatlah konsumtif. 

c) Teori Modernisasi Roy Harrod dan Evsey Domar 

Kedua ahli ini menjelaskan bahwa teori modernisasi membawa pola 

perekonomian meningkat dengan cara investasi. Hal ini diharapkan agar 

tercapainya peningkatan pendapatan serta terciptanya lapangan pekerjaan yang 

luas. Dimana masyarakat modern tidak lagi kebingungan terkait perekonomian. 
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Contohnya adalah adanya tol membuat perjalanan lebih cepat dan terhindar dari 

kemacetan. Sedangkan pembangunan tol sendiri merupakan investasi dari para 

pemodal yang memiliki jumlah kekayaan tertentu. Oleh sebab itu, investor akan 

diuntungkan begitu pula pengguna jalan tol. 

d) Teori Modernisasi Max Weber 

Menurut Weber, modernisasi merupakan teori yang melibatkan nilai 

budaya dan peran agama di dalamnya, sehingga terbentuklah kapitalisme dalam 

masyarakat. Hal ini berkaitan erat dengan latar belakang Weber sebagai ahli 

sosiologi yang memiliki keyakinan protestan. 

e) Teori Modernisasi David McClelland 

Teori modernisasi berdasarkan pandangan McClelland sebagai seorang 

ahli psikologi sosial adalah bahwa modernisasi memberikan kesempatan untuk 

setiap individu mempercepat proses pembangunan yang berpedoman dengan 

menjadi wiraswasta. Harapan inilah yang berupaya mendorong agar masyarakat 

menjadi mandiri dan berdaya. 

f) Teori Modernisasi Bert. F. Hoselitz 

Menurut Bert dalam teori modernisasi adalah bahwa kehidupan manusia 

berlandaskan pada pedoman hidup. Selain itu kesadaran terhadap faktor ekonomi 

dan non ekonomi menjadi senjata dalam perkembangan manusia secara utuh. 

Dengan demikian dapat menjadi harapan dalam pertumbuhan taraf hidup. 

Contohnya adalah adanya ketentuan atau aturan yang berlaku pada industri 

tambang untuk memperhatikan kebersihan lingkungan. Aturan pada kondisi ini 
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merupakan bentuk dari adanya modernisasi. Dimana kebersihan tambang menjadi 

prioritas dalam pemanfaatan lingkungan untuk perekonomian. 

g) Teori Modernisasi Alex Inkeles 

Alex memunculkan teori modernisasi yang dilatarbelakangi atas 

pandangan terhadap pekerjaan serta aspek lingkungan material masyarakat. Oleh 

sebab itu, pembangunan merupakan ciri utama dari teorinya. Guna meraih 

kemajuan yang cepat tanpa adanya gesekan terhadap kebutuhan utama 

masyarakat. Contohnya adalah penggunaan teknologi robot pada sejumlah 

perusahaan jasa maupun non jasa. Robot digunakan sebagai alat pembantu yang 

cepat, cerdas dan tepat guna. Hal ini menjadi alternatif tepat guna yang dapat 

diandalkan pada masa modernisasi. 

f. Kritik Terhadap Teori Modernisasi 

Kritik pembahasan mengenai teori modernisasi dinyatakan oleh seorang 

ahli yang bernama Daniel Lerner. Menurut Daniel, teori modernisasi telah 

melalaikan sejarah yang terjadi pada negara-negara berkembang saat ini, setelah 

terjadinya Perang Dunia II. Oleh sebab itu, pandangan modernisasi hanya berlaku 

pada negara maju yang dapat mengikuti perkembangannya. 

Negara berkembang saat ini, dahulu mengalami masa penjajahan yang 

relatif panjang akibat bangsa Eropa, sehingga pada akhirnya negara tersebut 

mengalami ketertinggalan. Oleh sebab itu, dalam teori ini dijelaskan bahwa agar 

tercapainya negara berkembang yang modern, maka perlu mengikuti 

perkembangan modernisasi pada negara maju sebelumnya. Dengan kata lain, 

negara berkembang harus adaptif terhadap perubahan yang ada. 
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Sedangkan pada negara maju (negara barat) tersebut mengalami 

modernisasi dengan memakan waktu panjang dan lama. Dengan demikian teori 

modernisasi tidak bisa disesuaikan dengan kondisi sekarang yang terjadi pada 

negara berkembang. Hal ini menjadi kewajaran, sebab tidak mungkin negara 

berkembang akan dapat mengejar ketertinggalan dalam waktu relatif singkat. 

Sama halnya dengan kehidupan yang beralih pada paksaan. Sebab itu, diperlukan 

sebuah analisis yang mendalam untuk mewujudkan teori baru terkaitmodernisasi 

sesuai dengan perkembangan zaman saat ini.  

g. Syarat-syarat Modernisasi 

Berikutnya kita akan membahas syarat apa saja yang diperlukan sebuah 

negara agar terjadi modernisasi. Agar kita memahami secara mendalam penerapan 

dari teori modernisasi yang telah kita pelajari di atas. Pada hakikatnya modernisasi 

itu meliputi berbagai bidang dalam kehidupan. Namun, untuk mencapai tingkat 

dalam berbagai bidang tersebut, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut: 

• Pola pikir ilmiah yang tersebar luas pada suatu lembaga, penguasa, 

maupun masyarakat secara luas. 

• Memiliki sistem birokrasi negara yang baik, bebas dari KKN (Korupsi, 

Kolusi, Nepotisme), sehingga terciptanya etos kerja yang tinggi. 

• Adanya sistem pengumpulan data yang baik, terprogram, mendetail, 

serta teratur. Hal ini juga membutuhkan koordinasi terpusat dari suatu 

lembaga atau badan tertentu. 
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• Iklim modernisasi yang menjadi keseharian masyarakat. Contohnya 

adalah penggunaan teknologi, media massa, dan alat-alat komunikasi 

dengan sistem robotic. 

• Terbentuknya karakter disiplin yang tinggi tanpa adanya pelanggaran 

HAM (Hak Asasi Manusia) dalam bermasyarakat. 

• Wewenang terpusat dalam mengatur pelaksanaan perencanaan 

sosial (social planning). 

h. Tahapan Modernisasi 

Dalam teori Rostow memberikan penjelasan secara rinci terhadap 

tahapan modernisasi. Berikut adalah penjelasannya: 

1. Masa Tradisional 

Kehidupan pada masa ini bercirikan primitif serta konvensional. 

Sehingga melahirkan kehidupan yang cenderung kuno. Tahap ini ditandai dengan 

adanya sistem barter pada jual beli. 

2. Masa Persiapan Lepas Landas 

Pada masa persiapan lepas landas, terjadi spesialisasi produksi serta 

perdagangan barang. Hal ini menyebabkan adanya perkembangan infrastruktur 

transpotasi untuk mendukung kemajuan ekonomi, sehingga tahap ini akan 

mendorong bangkitnya investasi dalam lingkungan masyarakat. 

3. Masa Tinggal Landas 

Masa tinggal landas memberikan pengaruh cukup besar terhadap 

pergeseran ekonomi yang bermula pada bidang pertanian menjadi manufaktur. 
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Oleh sebab itu, masa ini dicirikan pada perkembangan kreatifitas manusia untuk 

mengembangka suatu produk. 

4. Masa Menuju Kematangan 

Masa ini menawarkan kesempatan terjadinya diversifikasi ekonomi pada 

daerah-daerah baru sehingga terjadi sebuah pembangunan yang signifikan. Pada 

masa ini juga terjadi modernisasi yang memunculkan ketergantungan impor. 

5. Masa Konsumsi 

Pada tahap ini. Modernisasi membawa pengaruh yang besar. Oleh sebab 

itu, ekonomi terhadap konsumsi dan jasa massal mendominasi kehidupan 

bermasyarakat. 

i. Dampak Modernisasi 

Selain adanya banyak manfaat dari perubahan kehidupan menjadi 

modern, ternyata ada juga dampak negatif yang timbul akibat modernisasi, seperti 

Pola Hidup Konsumtif (Consumer Lifestyle), Individualistis, Gaya Hidup 

Kebaratan, Kesenjangan Sosial, Rawan Kriminalitas. Oleh sebab itu kita harus 

bijak dalam memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi. 

2) Teori Sistem  

Menurut Ludwig Von Bartalanfy (1972) yang dimaksud dengan sistem 

adalah seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatu antar relasi diantara 

unsur- unsur tersebut dengan lingkungan untuk mencapai tujuan. 

a. Syarat-syarat sistem 

1. Sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan masalah. 

2. Elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. 
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3. Adanya hubungan diantara elemen sistem. 

4. Unsur dasar dari proses lebih penting dari pada elemen sistem. 

5. Tujuan organisasi lebih penting dari pada tujuan elemen 

b. Elemen Sistem 

Ada beberapa elemen yang membentuk sebuah sistem, yaitu : tujuan, 

masukan, proses, keluaran, batas, mekanisme pengendalian dan umpan balik serta 

lingkungan. Berikut penjelasan mengenai elemen-elemen yang membentuk 

sebuah sistem : 

1. Tujuan (Goal) 

Tujuan inilah yang menjadi pemotivasi yang mengarahkan sistem. Tanpa 

tujuan, sistem menjadi tak terarah dan tak terkendali. Tentu saja, tujuan antara satu 

sistem dengan sistem yang lain berbeda. 

2. Masukan (Input) 

Masukan(input) sistem yaitu segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem 

dan selanjutnya menjadi bahan yang diproses. Masukan dapat berupa hal-hal yang 

berwujud (tampak secara fisik) maupun yang tidak tampak. Contoh masukan yang 

berwujud adalah bahan mentah, sedangkan contoh yang tidak berwujud adalah 

informasi (misalnya permintaan jasa pelanggan). 

3. Proses 

Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi 

dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lbih bernilai, misalnya berupa 

informasi dan produk, tetapi juga bisa berupa hal-hal yang tidak berguna, 

misalnya saja sisa pembuangan atau limbah. Pada pabrik kimia, proses dapat 
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berupa bahan mentah. Pada rumah sakit, proses dapat berupa aktivitas 

pembedahan pasien. 

4. Keluaran (output) 

Keluaran (output) merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sistem 

informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan laporan, dan 

sebagainya. 

5. Batas (Boundary) 

Batas sistem adalah pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem 

(lingkungan). Batas sistem menentukan konfigurasi, ruang lingkup, atau 

kemampuan sistem. Sebagai contoh, tim sepakbola mempunyai aturan permainan 

dan keterbatasan kemampuan pemain. Pertumbuhan sebuah toko kelontong 

dipengaruhi oleh pembelian pelanggan, gerakan pesaing dan keterbatasan dana 

dari bank. Tentu saja batas sebuah sistem dapat dikurangi atau dimodifikasi 

sehingga akan mengubah perilaku sistem. Sebagai contoh, dengan menjual saham 

ke publik, sebuah perusahaan dapat mengurangi keterbasatan dana. 

6. Mekanisme Pengendalian dan Umpan Balik 

Mekanisme pengendalian (control mechanism) diwujudkan dengan 

menggunakan umpan balik (feedback), yang mencuplik keluaran. Umpan balik ini 

digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses. Tujuannya adalah 

untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan. 

7. Lingkungan 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada diluar sistem. 

Lingkungan bisa berpengaruh terhadap operasi sistem dalam arti bisa merugikan 
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atau menguntungkan sistem itu sendiri. Lingkungan yang merugikan tentu saja 

harus ditahan dan dikendalikan supaya tidak mengganggu kelangsungan operasi 

sistem, sedangkan yang menguntungkan tetap harus terus dijaga, karena akan 

memacu terhadap kelangsungan hidup sistem. 

c. Klasifikasi Sistem 

Suatu sistem dapat diklasifikasikan sebagai: 

1. Sistem abstrak 

Sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik 

(sistem teologia) 

2. Sistem fisik 

Merupakan sistem yang ada secara fisik (sistem komputer, sistem 

akuntansi, sistem produksi) 

3. Sistem alamiah 

Sistem yang terjadi melalui proses alam. (sistem matahari, sistem luar 

angkasa, sistem reproduksi) 

4. Sistem buatan manusia 

Sistem yang dirancang oleh manusia. Sistem buatan manusia yang 

melibatkan interaksi manusia dengan mesin disebut human-machine system 

(contoh : sistem informasi) 

5. Sistem Tertentu (deterministic system) 

Beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Interaksi 

bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti sehingga keluaran dari sistem 

dapat diramalkan (contoh : sistem komputer) 
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6. Sistem tak tentu (probabilistic system) 

Sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena 

mengandung unsur probabilitas. 

7. Sistem tertutup (close system) 

Sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan sistem 

luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya turut campur tangan dari 

pihak luarnya. Secara teoritis sistem tersebut ada, tetapi kenyataannya tidak ada 

sistem yang benar-benar tertutup, yang ada hanyalah relatively closed system 

(secara relatif tertutup, tidak benar-benar tertutup). 

8. Sistem terbuka (open system) 

Sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. 

Menurut Gordon B. Davis, informasi adalah data yang telah diolah 

menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai yang 

nyata yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau 

keputusan- keputusan yang akan datang, sedangkan menurut Burch dan Strater, 

informasi adalah pengumpulan atau pengolahan data untuk memberikan 

pengetahuan atau keterangan. 

Jadi, secara umum informasi adalah data yang sudah diolah menjadi 

suatu bentuk lain yang lebih berguna yaitu pengetahuan atau keterangan yang 

ditujukan bagi penerima dalam pengambilan keputusan, baik masa sekarang atau 

yang akan datang. 
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d. Kegunaan Informasi 

Ada beberapa faktor utama yang berhubungan dengan kegunaan 

informasi : 

1. Kualitas informasi (information quality) 

2. Akurat (accurate) dan presisi (precision) 

3. Kelengkapan (completeness) 

4. Umur (age) dan ketepatan waktu (timeliness) 

5. Sumber (source) 

6. Aksesibilitas informasi (information accessibility) 

7. Ketersediaan (availability) 

8. Keabsahan (admissibility) 

9. Presentasi informasi (information presentation) 

10. Tingkatan (level of summarization) 

11. Format 

12. Keamanan informasi (information security) 

13. Batasan akses (access restriction) 

14. Enkripsi (encryption) 

e. Nilai Informasi 

Nilai dari informasi (value of information) ditentukan dari dua hal, yaitu 

manfaat dan biaya mendapatkannya. Suatu informasi dikatakan bernilai bila 

manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Sebagian 

besar informasi tidak dapat persis ditaksir keuntungannya dengan satuan nilai 
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uang, tetapi dapat ditaksir nilai efektivitasnya. Pengukuran nilai informasi 

biasanya dihubungkan dengan analisis cost effectiveness atau cost benefit. 

f. Komponen Sistem Informasi 

John Burch dan Gary Grudnitski mengemukakan bahwa sistem informasi 

terdiri dari komponen-komponen yang disebutnya dengan istilah blok bangunan 

(building block), yaitu blok masukan (input block), blok model (model block), 

blok keluaran (output block), blok teknologi (technology block), blok basis data 

(database block), dan blok kendali (controls block). Sebagai suatu sistem, keenam 

blok tersebut masing-masing saling berinteraksi satu dengan yang lainnya 

membentuk satu kesatuan untuk mencapai sasarannya 

1. Blok Masukan 

Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input disini 

termasuk metode-metode dan media untuk menangkap data yang akan 

dimasukkan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. 

2. Blok Model 

Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan model matematik 

yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan 

cara yang sudah tertentu untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. 

3. Blok Keluaran 

Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi 

yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan 

manajemen serta semua pemakai sistem. 

 



 

 

43 

 

4. Blok Teknologi 

Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, 

menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran dan 

membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Teknologi terdiri dari 3 

bagian utama, yaitu teknisi (humanware atau brainware), perangkat lunak 

(software), dan perangkat keras (hardware). 

5. Blok Basis Data 

Basis data (database) merupakan kumpulan dari data yang saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer 

dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Data perlu disimpan di 

dalam basis data untuk keperluan penyediaan informasi lebih lanjut. 

6. Blok Kendali 

Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk 

meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah ataupun bila 

terlanjur terjadi kesalahan-kesalahan dapat langsung cepat di atasi. 

g. Komponen Sistem Informasi 

Pengelompokan komponen-komponen sistem informasi berbasis 

komputer adalah sebagai berikut : 

1. Perangkat keras (hardware) 

Hardware ini merupakan peralatan fisik yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan hasil 

pengolahan data dalam bentuk informasi. 
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2. Perangkat lunak (software) 

Software adalah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk 

menjalankan aplikasi tertentu pada komputer. 

3. Manusia (brainware) 

Brainware dalam sistem informasi berperan sebagai pemberi dan 

pengguna informasi. 

4. Prosedur (procedure) 

Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara 

berulang-ulang dengan cara yang sama. 

5. Basis data (database) 

Database merupakan kumpulan data-data yang tersimpan di dalam 

media penyimpanan di suatu perusahaan (arti luas) atau di dalam komputer (arti 

sempit). 

6. Jaringan komunikasi (communication network) 

Jaringan telekomunikasi saat ini menghubungkan beberapa daratan dan 

lautan untuk memindahkan data dalam jumlah besar 

3) Teori Kesejahteraan  

Menurut Pigou (1960), teori ekonomi kesejahteraan adalah bagian dari 

kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung 

dengan pengukuran uang. Kesejahteraan dapat didekati berdasarkan dua hal, 

yaitu: 1) kesejahteraan subjektif dan 2) kesejahteraan objektif. Kesejahteraan 

dialamatkan bagi tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Pada tingkat 

individu, perasaan bahagia atau sedih, kedamaian atau kecemasan jiwa, dan 
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kepuasan atau ketidakpuasan merupakan indikator subjektif dari kualitas hidup. 

Pada tingkat keluarga, kecukupan kondisi perumahan (dibandingkan standar), 

seperti ada tidaknya air bersih, merupakan contoh indikator objektif. Kepuasan 

anggota keluarga mengenai kondisi rumah merupakan indikator subjektif. Pada 

tingkat masyarakat, beberapa contoh dari indikator objektif di antaranya adalah 

angka kematian bayi, angka pengangguran dan tuna wisma. Kesejahteraan 

subjektif diukur dari tingkat kebahagiaan dan kepuasan yang dirasakan oleh 

masyarakat. Pendekatan ini merupakan ukuran kesejahteraan yang banyak 

digunakan di negara maju termasuk Amerika Serikat. 

Fergusson et al., (1981); Martin (2006) menyatakan bahwa terminologi 

yang sering digunakan dalam penelitian yang membahas kesejahteraan adalah 

standard living, well-being, welfare, dan quality of life. Menurut Just et al., 1982, 

dalam kajian ekonomi kesejahteraan yang bertujuan untuk menolong masyarakat 

membuat pilihan yang lebih baik, kesejahteraan seseorang dilihat dari willingness 

to pay saat individu atau masyarakat berperan sebagai konsumen. Kesejahteraan 

merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi 

pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu 

sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya 

kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Tingkat 

kepuasan yang terkait emosional akan mempengaruhi aspek tingkah laku individu 

untuk menilai kepuasan pada variabel-variabel lainnya seperti kepuasan pada 

kualitas kehidupan. Nilai kepuasan emosional juga akan meningkatkan kinerja 

dan kontribusi individu pada lingkungannya. 
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Sayogyo (1984) mengkaji kesejahteraan dan mendefinisikan 

kesejahteraan keluarga sebagai penjabaran delapan jalur pemerataan dalam trilogi 

pembangunan sejak Repelita III, yaitu: 1) peluang berusaha; 2) peluang bekerja; 

3) tingkat pendapatan; 4) tingkat pangan, sandang, perumahan; 5) tingkat 

pendidikan dan kesehatan; 6) peran serta; 7) pemerataan antar daerah, desa/kota; 

dan 8) kesamaan dalam hukum. Mirrowsky dan Ross (1989) mengkaji kajian 

kesejahteraan dengan penyakit, kesakitan, kesulitan ekonomi yang dihubungkan 

dengan depresi. Kepuasan hidup sebagai bagian dari dimensi kesejahteraan 

meliputi kesehatan, penerimaan terhadap kecukupan ekonomi, pertolongan 

(dukungan sosial), dan interaksi sosial. Penelitian Bane dan Ellwood (1994); 

Coward et al. (1994); Scott dan Buttler (1997), yang menganalisis kombinasi 

faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif. Kesejahteraan 

subjektif digunakan dalam penelitian ini sebagai konstruk yang lebih global 

dikaitkan dengan beragam dimensi lingkungan yang melengkapi fasilitas dan 

pelayanan transportasi, pewaratan kesehatan, perumahan, jasa kesehatan mental, 

jasa ekonomi, dan kesempatan untuk menjadi relawan. Digunakan beragam 

indikator kesehatan mental (seperti moral dan depresi) yang menilai kualitas 

pengalaman individu (the inner-experience), sedangkan kompetensi personal 

berkaitan dengan aspek kesehatan, status keuangan, dan lingkungan yang 

memberikan dukungan pribadi. 

Bryant (1990) menyatakan bahwa organisasi ekonomi analisis perilaku 

ekonomi rumah tangga (orang yang bertempat tinggal dalam atap yang sama dan 

pengelolaan keuangan yang sama, serta terdiri dari keluarga). Kajian organisasi 
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ekonomi dalam keluarga menggunakan demand terhadap barang strategis sebagai 

indikator kesejahteraan. Ukuran lainnya kesejahteraan adalah proporsi 

pengeluaran untuk pangan. Menurut Bubolz dan Sontag (1993), kesejahteraan 

merupakan terminologi lain dari kualitas hidup manusia (quality of human life), 

yaitu suatu keadaan ketika terpenuhinya kebutuhan dasar serta terealisasinya nilai-

nilai hidup. Zeitlin et al., (1995) menggunakan istilah kesehatan sosial keluarga 

dan kesejahteraan sosial keluarga bagi keluarga yang dapat melahirkan individu 

(anak) dengan pertumbuhan dan perkembangan yang baik. 

Menurut Whithaker dan Federico (1997), pengertian kesejahteraan sosial 

merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat dan jasa untuk membantu 

masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan 

yang penting bagi kelangsungan masyarakat tersebut. Seseorang yang mempunyai 

kekurangan kemampuan mungkin memiliki kesejahteraan yang rendah, 

kurangnya kemampuan dapat berarti kurang mampu untuk mencapai fungsi 

tertentu sehingga kurang sejahtera. Terdapat beragam pengertian mengenai 

kesejahteraan, karena lebih bersifat subjektif dimana setiap orang dengan 

pedoman, tujuan dan cara hidupnya yang berbeda-beda akan memberikan nilai-

nilai yang berbeda pula tentang kesejahteraan dan faktor-faktor yang menentukan 

tingkat kesejahteraan. 

Menurut Sumarti (1999), perbedaan status sosial budaya dan spesialisas 

kerja akan menghasilkan persepsi kesejahteraan yang berbeda pula. Terdapat 

kelompok masyarakat yang menggunakan ukuran kesejahteraan bersumber pada 

simbol kekuasaan budaya-politik, sementara monetisasi ekonomi menghantarkan 
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kalangan masyarakat pada umumnya untuk lebih menggunakan ukuran 

kesejahteraan ekonomi dibandingkan ukuran kesejahteraan sosial. Skoufias et al., 

(2000) menyatakan bahwa pengukuran kesejahteraan bersifat subjektif manakala 

berkaitan dengan aspek psikologis yaitu diukur dari kebahagiaan dan kepuasan. 

Mengukur kesejahteraan secara objektif menggunakan patokan tertentu yang 

relatif baku, seperti menggunakan pendapatan per kapita, dengan mengasumsikan 

terdapat tingkat kebutuhan fisik untuk semua orang hidup layak. Ukuran yang 

sering digunakan adalah kepemilikan uang, tanah, atau aset. Pada prinsipnya 

aspek yang dapat diamati dalam menganalisis kesejahteraan hampir sama, yaitu 

mencakup dimensi: pendapatan, pengeluaran untuk konsumsi, status pekerjaan, 

kondisi kesehatan, serta kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan 

kebutuhan dasar (seperti air, sanitasi, perawatan kesehatan dan pendidikan). 

Sedang menurut Rambe (2004), kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan 

penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, 

kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warganegara 

untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial 

yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Berdasarkan 

tingkat ketergantungan dari dimensi standar hidup (standard of living) 

masyarakat, maka tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dibedakan kedalam 

satu sistem kesejahteraan (well-being) dan dua subsistem, yakni: 1) subsistem 

sosial; dan 2) subsistem ekonomi, dengan beberapa faktor di antaranya 

kesejahteraan manusia, kesejahteraan sosial, konsumsi, tingkat kemiskinan, dan 

aktivitas ekonomi. Di negara-negara maju, seperti Canada menggunakan 19 
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indikator kualitas hidup masyarakat (quality of life) yang tersebar ke dalam empat 

subsistem, yakni: 1) Indikator ekonomi: a) GDP perkapita, b) pendapatan 

perkapita, c) inovasi, d) lapangan kerja, e) melek huruf; dan f) tingkat pendidikan; 

2) Indikator kesehatan: a) usia harapan hidup, b) status kesehatan, c) tingkat 

kematian bayi (IMR), dan d) aktivitas fisik; (3) Indikator lingkungan: a) kualitas 

udara, b) kualitas air, c) biodiversity, dan d) lingkungan yang sehat; dan 4) 

Indikator keamanan dan keselamatan masyarakat: a) sukarela, diversity, c) 

berpartisipasi dalam aktivitas budaya, d) berpartisipasi dalam kegiatan politik, dan 

e) keamanan dan keselamatan. 

Menurut penelitian Sugiharto (2007) indikator yang digunakan Biro 

Pusat Statistik (BPS) untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu 

pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, 

fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan 

pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, dan 

kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. Indikator pendapatan digolongkan 

menjadi 3 item yaitu: a) tinggi; b) sedang; c) rendah. Indikator pengeluaran 

digolongkan menjadi 3 item yaitu: a) tinggi; b) sedang; c) rendah. Indikator tempat 

tinggal yang dinilai ada 5 item yaitu jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan 

rumah, lantai dan luas lantai. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke 

dalam 3 golongan yaitu: a) permanen; b) semi Permanen; dan c) non permanen. 

Indikator fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari 12 item, yaitu 

pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, 

bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara 
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memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas MCK, dan jarak MCK dari 

rumah. Dari 12 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan 

yaitu: a) lengkap; b) cukup; dan c) kurang. Indikator kesehatan anggota keluarga 

digolongkan menjadi 3 item yaitu: a) bagus; b; cukup; dan c) kurang. Indikator 

kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari 5 item yaitu jarak 

rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan, 

dan alat kontrasepsi. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 

golongan yaitu: a) mudah; b) cukup; dan c) sulit. Indikator kemudahan 

memasukkan anak ke jenjang pendidikan terdiri dari 3 item yaitu biaya sekolah, 

jarak ke sekolah, dan proses penerimaan. Dari 3 item tersebut kemudian akan 

digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) mudah; b) cukup; dan c) sulit. 

Indikator kemudahan mendapatkan transportasi terdiri 3 item, yaitu ongkos 

kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status kepemilikan kendaraan. Dari 3 item 

tersebut kemudian akan di digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) mudah; b) 

cukup; dan c) sulit. 

 

2.3 Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian ini mengangkat judul, “Model Transformasi Baru 

Manajemen Pengelolaan Wakaf Elektronik Menggunakan Scan Barcode di 

Indonesia ”. Berdasarkan eksplorasi peneliti, terdapat beberapa penelitian yang 

memiliki relevansi dengan tesis ini dan sebagai bahan pembanding orisinalitas 

tesis ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 1. Orisinalitas Penelitian 

 

No.  Judul 

Penelitian 

Penulis Temuan Penelitian 

1.  Pengaruh 

Wakaf Uang 

Elektronik Dan 

Fitur Aplikasi 

Terhadap 

Perkembangan 

Wakaf Di 

Dompet 

Dhuafa 

Waspada 

Medan 

Sarah 

Rambe, 

UIN 

Sumatera 

Utara, 

Fakultas 

Agama 

Islam, 2024 

- Pengaruh wakaf uang 

elektronik dalam modernisasi 

pengelolaan wakaf 

- Pendaftaran wakaf melalui 

Dompet Dhuafa Waspada Medan 

- Penyaluran dana wakaf 

secara cepat dan tepat sasaran di 

wilayah bencana alam 

2. Efektivitas 

Strategi 

Fundraising 

Wakaf 

Berbasis 

Wakaf Online 

Di Sinergi 

Foundation 

Kota Bandung 

Muhammad 

Khaidir Sufi 

Lubis, UIN 

Sunan 

Gunung 

Djati 

Fakultas 

Ekonomi 

dan Bisnis 

Islam, 2021 

 

- Perkemban

gan digital dengan 

adanya financial 

tecnologi yang 

mengalami 

perkembangan 

yang sangat pesat 

pada sektornya.  

- Adanya 

perkembangan 

fintech 

dimanfaatkan 

dengan cukup baik 

oleh pengelola 

dana wakaf 

bernama sinergi 

foundation.  

- Strategi 

fundraising wakaf 

di sinergi kota 

bandung dan untuk 

mengetahui 

bagaimana 

efektivitas strategi 

fundraising wakaf 

berbasis wakaf 

online melalui 

website di sinergi 

foundation di kota 

bandung 
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3. Implementasi 

Kebijakan 

Elektronik 

Akta Ikrar 

Wakaf Dalam 

Digitalisasi 

Percepatan 

Sertifikasi 

Tanah Wakaf 

Perspektif 

Teori Sistem 

Hukum 

Lawrence M 

Friedman: 

Studi di KUA 

Kabupaten 

Probolinggo 

Ulumuddin, 

UIN 

Malang, 

2023 

- Efisiensi 

dan Kemudahan 

Proses E-AIW 

mempercepat dan 

memudahkan 

pendaftaran tanah 

wakaf secara 

daring. Sosialisasi 

dan 

Pendampingan, 

perlu dilakukan 

sosialisasi dan 

pendampingan 

intensif.  

- Validasi 

Data dan 

Pengawasan 

Pengajuan ikrar 

wakaf secara 

online 

memungkinkan 

validasi data yang 

lebih baik, 

melibatkan 

pengawasan dari 

pusat dan Badan 

Pertanahan 

Nasional (BPN). 

Kerjasama Antar 

Instansi Kerjasama 

antara Kantor 

Urusan Agama 

(KUA), BPN, dan 

instansi terkait 

sangat penting 

untuk mendukung 

pelaksanaan E-

AIW. 

- Analisis 

Efektivitas Hukum 

Implementasi 

EAIW: Struktur 

Hukum (Legal 

Structure): 

implementasi E-

AIW masih 
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menghadapi 

kendala seperti 

respons yang 

kurang. 

 

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka yang peneliti lakukan hingga saat 

ini intinya belum ada penelitian yang mengangkat permasalahan tentang “Model 

Transformasi Baru Manajemen Pengelolaan Wakaf Elektronik 

Menggunakan Scan Barcode di Indonesia ”.  

 

2.4 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran atau kerangka berpikir digunakan pada karya tulis 

yang bersifat ilmiah untuk mempermudah memberikan gambaran besar sebuah 

penelitian. Meskipun kerangka berpikir atau pemikiran sering digunakan oleh 

penulis/peneliti, tetapi dalam penggunaannya tidak mudah. Dengan kata lain, 

kerangka pemikiran tidak boleh dibuat asal-asalan. Hal ini perlu dilakukan agar 

karya tulis yang dihasilkan nantinya tetap konsisten terhadap kaidah ilmiah baik 

penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Adapun kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini adalah: 
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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

 

Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari penggunaan metode 

penelitian, karena metode merupakan pedoman agar penelitian terlaksana 

secara sistematis dan ilmiah. 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualititatif dengan 

pendekatan deskriptif analitik.  Deskriptif analitik menurut Sugiyono 

(2013:206), yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau 

memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel 

yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Hal ini digunakan untuk 

menggambarkan implementasi adanya Transformasi Manajemen Wakaf 

Uang Menjadi Elektronik (E-Waqf) Dengan Sistem Virtual Payment Via Scan 

Barcode di Indonesia yang mana teknologi tersebut memberi pengaruh yang 

besar dalam mendorong manajemen tata kelola wakaf guna kemajuan 

ekonomi Islam dan terealisasinya kesejahteraan yang lebih luas. 

3.2. Teknik Sampling 

Teknik sampling dalam penelitian ini adalah purposive sampling dan 

Snawball sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel 

dengan pertimbangan tertentu yaitu orang yang dianggap paling tahu tentang 

apa yang diteliti. Snowball sampling merupakan salah satu metode dalam 
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pengambilan sample dari suatu populasi. Dimana snowball sampling ini 

adalah termasuk dalam teknik non-probability sampling (sample dengan 

probabilitas yang tidak sama). Untuk metode pengambilan sample seperti ini 

khusus digunakan untuk data-data yang bersifat komunitas dari subjektif 

narasumber/sample, atau dengan kata lain oblek sample yang kita inginkan 

sangat langka dan bersifat mengelompok pada suatu Himpunan. Dengan kata 

lain snowball sampling metode pengambilan sampel dengan secara berantai 

(multi level) (Suharsimi Arikunto, 2002: 206). 

3.3 Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen penelitian yaitu peneliti 

sendiri yang terlibat langsung dalam penelitian. Peneliti sebagai instrument 

utama yaitu peneliti yang merencanakan, mengumpulkan, dan 

menginterpretasikan data yang diperoleh. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

1) Jenis Data 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data 

kualitatif. Yaitu data yang disampaikan dalam bentuk kata verbal bukan 

dalam bentuk angka. Dan yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini 

yaitu gambaran umum mengenai penggunaan Virtual Payment via Scan 

Barcode tersebut serta pengimplemetasiannya dalam pengembangan sistem 

wakaf elektronik di Indonesia. 
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2) Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (L. Moleong, 

2002:35): 

a. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari keterangan-keterangan dan 

informasi dari narasumber secara langsung yang diperoleh melalui 

wawancara dan observasi di lapangan tentang, “Transformasi Manajemen 

Wakaf Uang Menjadi Elektronik (E-Waqf) Dengan Sistem Virtual Payment 

Via Scan Barcode di Indonesia”. 

b. Data Sekunder, adalah sumber tidak langsung yang mampu memberikan 

tambahan serta penguatan terhadap data penelitian. Sumber data sekunder 

diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan (Literature) dengan 

bantuan media cetak dan media elektronik. Selain itu, sumber data sekunder 

dapat berupa arsip dan berbagai sumber data tambahan yang sesuai. Sumber 

dari data sekunder yakni berupa: Bahan Primer, Bahan Sekunder dan Bahan 

Tersier. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah nyata yang sangat 

diperlukan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Dalam 

penyusunan tesis ini dilakukan melalui langkah - langkah sebagai berikut: 

1) Pengumpulan Data Primer 

Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. 

Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-

file. Data ini harus dicari melalui wawancara dengan narasumber atau 
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informan, yaitu Staff, Dosen, Pejabat dll sebagai objek penelitian atau sebagai 

sumber mendapatkan informasi ataupun data. Wawancara, adalah percakapan 

dengan maksud tertentu. Dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewed) 

yang memberikan jawaban.16 Bertujuan mengkonstruksikan mengenai orang, 

kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain. 

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara 

tak berstruktur, yaitu wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-

garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. 

2) Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder merupakan merupakan data yang sudah tersedia 

sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Data sekunder yaitu data 

yang diperoleh dan sudah diolah oleh dari lembaga atau instansi tertentu salah 

satunya dalam bentuk dokumentasi. Dokumentasi, merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun 

referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh menggunakan berbagai teknik pengumpulan 

data seperti, wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi seperti foto, 

rekaman video/audio dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana 
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yang penting dan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis kualitatif yang memiliki empat tahap yaitu pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Untuk lebih jelas dalam setiap langkahnya, akan 

dibahas sebagai berikut: 

1) Pengumpulan Data  

Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang 

akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Validitas 

pengumpulan data serta kualifikasi pengumpul data sangat diperlukan untuk 

memperoleh data yang berkualitas. 

2) Reduksi Data 

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. 

Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang 

yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat 

menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan 

kesimpulan.Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, diperlukan 

analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk 

pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir. 

3) Penyajian Data atau Display Data 

Penyajian data atau Display data juga merupakan tahap dari teknik 

analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan 
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data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan 

kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif 

bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, 

jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data 

akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan 

semakin mudah dipahami. 

4) Kesimpulan dan Verifikasi 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir 

dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data 

tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk 

mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, 

persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari 

permasalahan yang ada. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

memungkinan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti 

yang valid, maka kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang 

kredibel sebagai verifikasi data. 

3.7 Sistematika Penulisan 

Sebagaimana layaknya laporan hasil penelitian ilmiah yang standar 

dalam bentuk tesis, maka tesis ini menjelaskan secara teknis prosedural. Hal 

ini untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai materi yang menjadi pokok 
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penulisan tesis ini dan agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari 

tata urutan penulisan ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

Pembahasan tesis ini terbagi menjadi lima bab, dari setiap bab terdiri 

dari sub bab yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN, yang berisi Latar Belakang Penelitian, 

Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian 

dan Manfaat Penelitian.  

BAB II KAJIAN PUSTAKA, bab ini membahas tentang Kajian 

Pustaka, Kajian Teori, Penelitian Terdahulu dan Kerangka Berpikir. 

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini berisi Jenis Penelitian, 

Teknik Sampling, Instrumen Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode 

Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Sistematika Penulisan. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, membahas 

Transformasi Manajemen Wakaf Uang Menjadi Elektronik (E-Waqf) Dengan 

Sistem Virtual Payment Via Scan Barcode di Indonesia serta Inovasi Layanan 

Penghimpunan Dana Wakaf Uang apasaja sebagai Percepatan Pembangunan 

Ekonomi Indonesia dan Kesejahteraan yang lebih luas-lintas batas 

BAB V PENUTUP, berisikan Kesimpulan, Implikasi Kajian 

Tesis.dan Saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB IV 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Virtual Payment Sebagai Transformasi Baru Manajemen Pengelolaan 

Wakaf Elektronik Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia  

Wakaf uang di Indonesia juga memiliki potensi yang sama dengan 

negara-negara lain yang mampu mengelola secara produktif dan memberi 

kontribusi dalam perekonomian di Indonesia. Hal ini didukung dengan 

adanya potensi wakaf uang di Indonesia menurut Badan Wakaf Indo-nesia 

(BWI), yaitu sebesar 20 triliun rupiah. Angka ini didapat apabila 20 juta 

penduduk Indonesia atau sekitar 9% dari total penduduk Indonesia 

mengalokasikan Rp1.000.000 per tahun untuk wakaf uang. Namun, faktanya 

penghimpunan wakaf uang belum efektif, terlihat dari jumlah wakaf yang 

terhimpun dari tahun 2018 sampai 2019 hanya berjumlah sekitar 3,6 milyar 

rupiah (Yuliafitri, Indri dan Arie Indra Rivaldi, 2017). 

Penghimpunan wakaf yang kurang optimal tersebut disebabkan 

karena masih sedikit wakaf yang dikelola secara profesional dan produktif. 

Menurut Kementrian Agama RI Tahun 2018, hampir 95% aset wakaf belum 

dimanfaatkan secara optimal sehingga peran social-ekonomi wakaf belum 

maksimal. Good governance yang masih lemah menyebabkan kepercayaan 

masyarakat berkurang pada nadzir atau lembaga pengelola wakaf.1 Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Yuliafitri dan Arie mengenai Pengaruh 

Penerapan prinsip-prinsip Good Governance dan promosi terhadap 

penerimaan wakaf tunai (Pada Lembaga Pengelola Wakaf di Indonesia) 
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menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance 

berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan wakaf tunai, 

kemudian secara simultan penerapan prinsip-prinsip good governance dan 

promosi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penerimaan 

wakaf tunai. 

Mengingat potensi wakaf uang yang besar tidak diiringi dengan 

penghimpunan yang efektif, maka Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia 

(ICMI) pada tahun 2014 menggagas pembentukan lembaga keuangan syariah 

berbasis wakaf. Menindaklanjuti gagasan tersebut, pemerintah pada tahun 

2019 akan meresmikan Bank Wakaf Ventura sebagai lembaga penghimpun 

dan pengelola wakaf uang di Indonesia. 

Pembentukan Bank Wakaf Ventura diharapkan mampu memberikan 

kemudahan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ingin 

melakukan pengajuan pembiayaan. Hal ini dikarenakan, UMKM menjadi 

salah satu tolak ukur dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, selama 

ini UMKM yang melakukan dan mendapatkan kredit untuk mengembangkan 

usaha masih kurang, dilihat dari pangsa kredit UMKM terhadap total kredit 

perbankan pada triwulan IV 2018 yaitu sebesar 19,9% dari jumlah kredit yang 

telah dikeluarkan oleh perbankan di Indonesia. 

Teknologi yang digunakan oleh Bank Wakaf Ventura mempengaruhi 

efektivitas serta efi-siensi penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang. Hal 

ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardian selaku peneliti 

Pusat Penelitian Informatika-Lembaga Ilmu Pengetahu-an Indonesia 
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Komplek LIPI yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi informasi 

dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat 

dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akurat, sehingga akhirnya akan 

meningkatkan produktivitas. Perkembangan teknologi informasi dibuktikan 

dengan munculnya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi, 

seperti e-goverment, e-commerce, e-education, e-medicine, e-laboratory, dan 

lainnya yang semuanya berbasis elektronik. 

Selain itu mengenai pengaruh perkembangan teknologi informasi 

terhadap bidang akuntansi manajemen memperlihatkan bahwa perkem-

bangan teknologi informasi membawa perubahan yang signifikan dalam 

dunia bisnis. Teknologi informasi juga berpengaruh terhadap bidang 

akuntansi manajemen selaku bidang penghasil informasi dalam rangka 

perencanaan, pengendalian dan penambilan keputusan manajemen (Maharsi, 

2000). 

Selain dari beberapa yang sudah disebutkan di atas, Dedrick dalam 

penelitiannya me-nyimpulkan tiga hal: (1) banyak penelitian yang sudah 

mengkonfirmasi bahwa teknologi infor-masi berdampak signifikan terhadap 

produktifitas perusahaan, industri, dan negara; (2) investasi pada teknologi 

informasi menjelang abad milenium mampu meningkatkan produktivitas; dan 

(3) teknologi informasi tidak dimaknai sebagai suatu alat yang sederhana 

untuk mengoto-matisasi suatu pekerjaan, lebih penting dari itu adalah 

teknologi informasi mampu menciptakan perubahan pada organisasi untuk 

menghasilkan profit atau tingkat keuntungan yang lebih baik. 
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Pada era digitalisasi ini, bank ventura dapat memanfaatkan teknologi 

informasi sebagai solusi untuk kemudahan transaksi penghimpunan wakaf 

uang dari wakif kepada bank wakaf berbasis online menggunakan jaringan 

internet. Dimana saat ini, internet sangat popular dan masif digunakan oleh 

masyarakat Indonesia.  

Wakaf dalam perspektif ekonomi dapat diartikan sebagai pengalihan 

dana (atau asset lainnya) dari keperluan konsumsi dan menginvestasikannya 

ke dalam asset produktif yang meng-hasilkan pendapatan untuk konsumsi di 

masa yang akan datang baik oleh individual ataupun ke-lompok. Wakaf dapat 

dibagi menjadi dua kategori, pertama direct waqf dimana asset yang di-tahan 

atau diwakafkan dapat menghasilkan manfaatatau jasa yang kemudian dapat 

digunakan oleh orang banyak (beneficiaries) seperti rumah ibadah, sekolah 

dan lain-lain. Kedua, wakaf investasi (asset yang diwakafkan digunakan 

untuk investasi). Wakaf asset ini dikembangkan untuk menghasilkan 

pendapatan, dimana pendapatan tersebut kemudian digunakan untuk 

membangun fasilitas-fasilitas umum seperti masjid, pusat kegiatan umat 

muslim dan lain-lain (Wadjdy, Farid dan Mursyid, Wakaf dan Kesejahteraan 

Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan). Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2007). 

Objek wakaf di beberapa negara yang berpenduduk muslim tidak lagi 

didominasi dan hanya terbatas pada benda tidak bergerak, seperti tanah dan 

bangunan.akan tetapi telah berkembang pada asset tidak tetap, seperti uang 

dan surat berharga. Saat ini wakaf dalam bentuk uang telah diterima luas 
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diberbagai negara Islam seperti Turki, Mesir, India, Pakistan, Singapura, 

Malaysia termasuk Indonesia.  

Wakaf uang atau sering disebut dengan wakaf tunai adalah wakaf 

yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum 

dalam bentuk uang tunai. yang termasuk kedalam pengertian uang dalah 

surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya. Komisi Fatwa Majelis 

Ulama Indonesia pun telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang sebagai 

berikut. 

1) Wakaf uang (cash waqf/cash waqfwaqf al nuqud) adalah wakaf yang 

dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam 

bentuk uang tunai. 

2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. 

3) Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh). 

4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang 

diperbolehkan secara syar’i. 

5) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, 

dihibahkan, dan atau diwariskan. 

Lahirnya fatwa diatas menjadikan dasar disahkannya undang-undang 

wakaf tahun 2004. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 28 

menjelaskan tentang wakaf benda bergerak yang menyatakan bahwa wakif 

dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lem-baga kauangan 

syariah yang ditunjuk oleh Menteri (Hak, Nurul, 2011). 

Wakaf uang atau wakaf tunai mempunya empat manfaat: 
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1) Jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dan terbatas 

sekalipun sudah bisa memberikan dana wakafnya, tanpa harus menunggu 

menjadi tuan tanah atau konglomerat. 

2) Asset wakaf yang berupa tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan 

pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. 

3) Wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga pendidikan Islam. 

4) Ummat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan 

tanpa harus selalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang 

memang semakin lama semakin terbatas. 

 

Wakaf uang muncul karena ada berbagai masalah dalam pengeolaan 

harta wakaf tidak bergerak. Harta wakaf seperti tanah tidak dikelola dengan 

baik, salah satu penyebabnya adalah karena tidak ada dana yang cukup untuk 

mengelolanya. Kemudian wakaf uang hadir sebagai alternatif sumber dana 

pengelolaan harta wakaf. 

BWI dalam menghimpun wakaf uang bekerja sama dengan Lembaga 

Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). Masyarakat yang 

ingin berwakaf harus datang ke LKS PWU yang telah ditunjuk oleh BWI 

seperti Bank Muamalat Indonesia dan Bank BPD Syariah DIY. Kemudian 

wakif mengisi Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang disediakan oleh LKS PWU. 

Setelah itu wakif menyetorkan uang yang ingin diwakafkan dan mengucap 

sighoh (ijab Kabul). LKS PWU kemudian mencetak sertifikat wakaf uang 

untuk wakif tersebut.  
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Skema1. Alur Pembayaran Wakaf Uang Melalui LKS PWU 

 

Sumber: 2nd Mashudi Monthly Discusion 

 

Untuk mengkaji lebih lanjut mengenai implementasi wakaf uang di 

Indonesia, penulis me-lakukan wawancara dengan Bapak M. Yazid Affandi, 

M. Ag. selaku Ketua dari LAZISNU Yogya-karta. Menurut Beliau, sampai 

sekarang penghimpunan wakaf uang masih terkendala stigma masyarakat 

yang cenderung konservatif. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan belum 

me-nyeluruh sehingga masyarakat belum memahami ugensi wakaf uang. 

Selain hal tersebut, Bapak Yazid Affandi juga mengatakan bahwa 

terdapat beberapa kelemahan dalam sistem pengelolaan wakaf yang ada saat 

ini, antara lain seperti berikut: 
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1) Regulasi 

Pemerintah selaku pembuat kebijakan seringkali terlambat dalam 

merespon fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah seringkali dibuat ketika fenomena telah menjadi 

kebiasaan dalam masyarakat. seperti dalam konteks wakaf, dimana 

masyarakat telah mempraktikan wakaf sejak Islam masuk ke Indonesia. 

Namun, pemerintah baru membuat Undang-Undang wakaf pada tahun 2004 

dengan diterbitkannya UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Sebelumnya 

terdapat beberapa peraruran yang mengatur tentang wakaf. Salah satunya 

adalah UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 

Namun dalam undang-undang tersebut wakaf hanya dibahas pada tiga pasal, 

yaitu pada pasal lima, 14 (1) dan 49. 

2) Fleksibilitas Pembayaran Wakaf 

Pembayaran wakaf uang yang dilakukan di Indonesia saat ini masih 

berbasis official assessment system dimana wakif harus mendatangi LKS 

PWU. Sistem pembayaran ini memiliki kelemahan ketika wakif tidak dapat 

mendatangi langsung LKS PWU maka wakif tidak dapat berwakaf. Hal ini 

menjadi salah satu faktor penyebab potensi wakaf uang belum dapat 

terhimpun secara efektif. 

3) Profesionalitas nadzir 

Nadzir sebagai pengelola wakaf seharusnya memiliki kreativitas dan 

inovasi dalam pengelolaan harta wakaf. Sehingga harta wakaf dapat 

berkembang dan mampu memberikan manfaat pada masyarakat serta mampu 
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meningkatkan perekonomian Indonesia. Faktanya di Indone-sia pengelolaan 

harta wakaf masih terbatas karena kurangnya kreativitas nadzir dalam 

mengelola wakaf. Oleh karenanya harta wakaf kurang berkembang dan 

kurang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. 

4) Pengetahuan dan stigma masyarakat terhadap wakaf uang 

Masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa benda yang boleh 

diwakafkan hanya benda yang tidak bergerak saja seperti tanah dan 

bangunan. Stigma tersebut membatasi orang yang ingin berwakaf karena 

hanya orang kaya yang bisa berwakaf. Padahal seharusnya siapapun bisa 

berwakaf tanpa harus menunggu kaya. 

a. Bank Wakaf Ventura 

Menurut Prof. Dr. Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad dari 

Universiti Teknologi Malaysia, bank wakaf didefinisikan sebagai lembaga 

yang terlepas dari segala orientasi keuntungan ekonomi dan didedikasikan 

penuh untuk kesejahteraan sosial yaitu dengan memberi pembiayaan kepada 

usaha kecil serta berfokus pada pembangunan ekonomi masyarakat marjinal 

(Mohammad, T.S., 2011). 

Melihat potensi wakaf di Indonesia Ikatan Cendekiawan Muslim 

Indonesia (ICMI) pada tahun 2014 menggagas pembentukan lembaga 

keuangan syariah berbasis wakaf. Menindaklanjuti gagasan tersebut, 

pemerintah pada tahun 2019 akan meresmikan Bank Wakaf Ventura sebagai 

lembaga penghimpun dan pengelola wakaf uang di Indonesia. 
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Sebanyak 20 organisasi masyarakat di Indonesia dengan tiga 

organisasi masyarakat pengendali, yaitu Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Badan Pengelola Keuangan 

Haji (BPKH) turut serta dalam penyertaan modal ventura pada pembentukan 

Bank Wakaf Ventura ini. Dengan dipilihnya modal ventura untuk bank wakaf 

ini maka akan ada kombinasi dari sumber pendanaan bagi bank wakaf 

tersebut. 

b. E-payment 

Electronic payment/Virtual Payment atau sering disebut e-payment 

merupakan pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Di dalam 

pembayaran elektronik uang disimpan, diproses, dan diterima dalam bentuk 

informasi digital dan proses pemindahannya diinisialisasi melalui alat 

pembayaran elektronik. Komponen-komponen utama dalam pembayaran 

elektronik antara lain (Trihasta, 2008):  

1) aplikasi pemindahan uang; 

2) infrastruktur jaringan; dan 

3) peraturan dan prosedur yang memerintah keuangan dari sistem tersebut. 

 

Pembayaran elektronik dapat meningkatkan efisiensi pembayaran 

secara drastis dengan mengurangi biaya transaksi dan memperbolehkan 

perdagangan barang dan jasa dengan nilai yang sangat rendah.pembayaran 

secara elekronik bertujuan untuk memudahkan kehidupan bagi orang-orang 

yang sibuk. E-payment juga dapat meningkatkan kenyamanan dari 
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pembayaran dengan memperbolehkan transaksi-transaksi tersebut dilakukan 

secara cepat dan lebih efisien/ praktis dari berbagai macam alat yang 

terhubung kapada jaringan global (Trihasta, 2008). 

c. Model Penerapan Bank Wakaf Ventura 

Banyaknya lembaga wakaf di Indonesia tidak menjamin 

penghimpunan dana wakaf yang efektif, terbukti dengan masih sedikitnya 

dana wakaf yang terhimpun dibandingkan dengan potensi wakaf yang ada. 

Hal tersebut dikarenakan lembaga wakaf-lembaga wakaf tersebut kurang 

memiliki kemampuan atau kekuasaan untuk berinovasi dalam usaha 

penghimpunan dana wakaf itu sendiri. Dana wakaf yang terhimpun pun tidak 

kunjung mengalami peningkatan yang signifikan. Hal itu berdampak pada 

pendayagunaan dana wakaf yang kurang dapat di-manfaatkan dengan baik 

pula. 

Solusi untuk mensejahterakan masyarakat dalam Islam salah satunya 

melalui wakaf, dimana manfaat dari harta wakaf ini ditujukan untuk 

kemaslahatan umat. Ketika harta wakaf dapat dikelola dengan baik, maka 

manfaat yang akan didapat oleh masyarakat tentu akan lebih besar. 

Kesuksesan dalam pengelolaan harta wakaf tak lepas dari adanya himpunan 

dana yang mencukupi. Sehingga penghimpunan dana pun menjadi salah satu 

faktor yang penting. 

Dalam rangka membantu penghimpunan harta wakaf, khususnya 

wakaf uang, pemerintah pun akan membentuk Bank Wakaf dengan skema 

ventura. Adanya bank wakaf ventura ini diharapkan akan menjadikan 
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pembayaran wakaf uang menjadi lebih terfokus. Disisi lain dengan adanya 

kerjasama dengan lembaga wakaf juga akan mengintegrasikan pengelolaan 

wakaf. Adapun konsep penerapan bank wakaf yang ditawarkan dapat dilihat 

pada Skema di bawah ini. 

Skema 2. Model Penerapan Bank Wakaf Ventura 

 

Sumber: Ilustrasi Penulis 

Skema penerapan bank wakaf venturan di atas menjelaskan bahwa 

berdirinya bank ven-tura di bawah OJK dan Kemenag yang membatu 

melegalkan bank wakaf ventura. Dimana pelak-sanaan bank wakaf ventura 

diawasi langsung oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kemudian Bank 

wakaf ventura akan menyalurkan dana yang dihimpun dari penghimpunan 

wakaf uang secara elektronik atau e-payment kepada lembaga-lembaga 
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wakaf. Selain mendapatkan dana wakaf dari bank wakaf ventura, lembaga 

wakaf kemudian meredistribusikan dana wakaf kepada Mauquf alaih. 

Dimana penyaluran yang dilakukan oleh lembaga wakaf kepada Mauquf 

alaih dilakukan secara profesional dan dikelola secara produktif, serta dana 

yang disalurkan kepada Mauquf alaih menggunakan akad mudarabah yang 

mana lembaga wakaf memberikan modal usaha kepada Mauquf alaih 

kemudian Mauquf alaih bekerja atau memanfaatkan modal tersebut guna 

mendapatkan imbal hasil dari usaha yang dilakukan Mauquf alaih. 

d. Virtual Payment / E-payment Wakaf Uang Sebagai Sarana Peningkatan 

Penghimpunan Wakaf Uang 

Laudon at al. (2014) menjelaskan bahwa prototype merupakan versi 

sistem informasi atau bagian dari sistem yang sudah dapat berfungsi, tetapi 

dimaksudkan hanya sebagai model awal saja. Untuk itu penulis mencoba 

memvisualisasikan model e-payment yang dapat digunakan se-bagai layanan 

penghimpunan dan redistribusi wakaf uang. Prototipe ini dapat digunakan se-

bagai gambaran awal mengenai aplikasi e-epayment. 

Aplikasi e-payment wakaf merupakan suatu alat pembayaran wakaf 

uang modern meng-gunakan sistem pembayaran berbasis self assessment 

system yang terintegrasi secara online. Dengan memanfaatkan aplikasi e-

payment wakaf, wakif dapat melakukan pembayaran wakaf atau mengisi 

setoran wakaf kapan saja dan dimana saja. Penerapan aplikasi ini diharapkan 

mampu meningkatkan jumlah wakif di Indonesia. Meningkatnya jumlah 
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wakif di Indonesia akan selaras dengan peningkatan penerimaan harta wakaf. 

Sehingga potensi wakaf uang yang ada dapat terhimpun secara efektif. 

Penggunaan aplikasi E-payment wakaf uang diawali dengan 

membuka rekening Bank Wakaf melalui pengisian formulir online yang telah 

disediakan pada website Bank Wakaf. Setelah mengisi formulir, wakif akan 

mendapatkan e-mail dari Bank Wakaf yang berisi nomor rekening dan 

password. Artinya, wakif telah terdaftar sebagai nasabah Bank Wakaf. Nomor 

rekening dan password tersebut dapat digunakan wakif untuk aktivasi dan log 

in aplikasi E-payment yang telah di-download pada Google Play Store atau 

Apple Store. 

Skema 3. Alur Penggunaan Aplikasi E-payment Wakaf Uang 
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Sumber: Ilustrasi Penulis 

Wakif kemudian dapat menyetorkan saldo wakaf dari rekening bank 

komersial yang di-miliki melalui aplikasi e-payment wakaf. Setelah saldo 

terisi, wakif kemudian memilih peruntuk-an wakaf yang diinginkan, seperti 

wakaf untuk pemberdayaan UMKM, wakaf untuk pengem-bangan 
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pendidikan, wakaf untuk pemberdayaan pertanian, dll. Dipilihnya peruntukan 

wakaf oleh wakif menjadi pengganti sighoh sebagai salah satu rukun wakaf. 

Seperti halnya dalam jual beli, sighoh juga menjadi salah satu rukun jual-beli. 

Tetapi dalam prakteknya, sighoh dapat di-lakukan dengan diberikannya uang 

kepada pembeli sebagai bentuk serah terima pembelian barang. Setelah 

semua tahap dilakukan. Wakif kemudian mencetak Sertifikat Wakaf Uang 

(SWU) sebagai bukti pembayaran wakaf. Alur penggunaan aplikasi e-

payment di atas, tergambar dalam Skema di atas. 

 

e. E-payment Wakaf Uang Sebagai Sarana Redistribusi Harta Wakaf 

Redistribusi dapat diartikan sebagai penyebaran kekayaan dari suatu 

masyarakat ke masyarakat tertentu secara tunai maupun dengan cara yang 

lain. Dalam teori redistribusi ini, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pihak 

yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Pihak yang kelebihan 

dana akan memberikan dana kepada pihak yang kekurangan dana. Dalam 

penyebaran atau penyaluran dana tersebut terdapat perantara (intermediary) 

atau dapat disebut agen redistribusi. Agen redistribusi mencakup pemerintah, 

lembaga swasta, dan per-orangan. 

Model redistribusi yang dibuat merupakan pengembangan dari model 

pengelolaan dan penyaluran hasil wakaf uang pada model bank wakaf di 

Indonesia. Penerapan model redistribusi harta wakaf melibatkan beberapa 

pihak, diantaranya wakif sebagai pihak yang kelebihan dana, Mauquf alaih 

sebagai pihak yang kekurangan dana, serta bank wakaf sebagai agen 
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redistribusi. Bank wakaf memiliki peran sebagai nadzir yang mengelola harta 

wakaf sehingga harta wakaf dapat berkembang. Penyaluran manfaat harta 

wakaf dilakukan melalui dua cara, pertama bank wakaf menyalurkan manfaat 

harta wakaf langsung kepada Mauquf alaih. Kedua, manfaat harta wakaf 

disalurkan melalui lembaga wakaf yang ada di Indonesia dan selanjutnya 

akan diberikan kepada Mauquf alaih dengan adanya pendampingan-

pendampingan yang diperlukan. 

Skema 4. Model Redistribusi Harta Wakaf 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Ilustrasi Penulis 

 

Penyaluran harta wakaf tidak akan berjalan efektif apabila tidak ada 

harta wakaf yang terhimpun. Selama ini, penghimpunan wakaf uang 

terkendala dengan kurangnya fleksibilitas dalam membayar wakaf, karena 

wakif harus datang ke LKS PWU yang telah ditunjuk oleh BWI.  

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu inovasi baru yang akan 

memudahkan wakif dalam membayar wakaf. Di sinilah peran e-payment 
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wakaf dibutuhkan. Aplikasi E-payment wakaf akan me-mungkinkan wakif 

untuk berwakaf kapan dan dimana saja. Kemudahan yang ada ini, diharapkan 

akan selaras dengan peningkatan penerimaan wakaf uang di Indonesia. 

Terlebih lagi ketika potensi wakaf uang di Indonesia mampu 

terhimpun secara efektif serta dikelola secara produktif dan profesional oleh 

nadzir maka harta wakaf dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan 

perekonomian masyarakat Indonesia. 

Dari penjelasan di atas kita tahu bahwa;  

Pertama, Indonesia mempunyai potensi wakaf uang yang besar, 

namun potensi tersebut belum mampu terhimpun secara efektif. Potensi 

wakaf uang di Indonesia menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) yaitu 

sebesar 20 triliun rupiah. Angka ini didapat apabila 20 juta penduduk 

Indonesia atau sekitar 9% dari total penduduk Indonesia mengalokasikan 

Rp1.000.000 per tahun untuk wakaf uang. Namun faktanya penghimpunan 

wakaf uang belum efektif, terlihat dari jumlah wakaf yang terhimpun dari 

tahun sebelumnya hanya berjumlah sekitar 3,6 milyar rupiah. 

Kedua, mengingat potensi wakaf uang yang besar tidak diiringi 

dengan penghimpunan yang efektif, oleh karena itu pemerintah pada tahun 

2019 akan meresmikan Bank Wakaf Ventura sebagai lembaga penghimpun 

dan pengelola wakaf uang di Indonesia. Bank wakaf ventura berfungsi 

sebagai penghimpun dan juga pengelola wakaf uang yang bekerja sama 

dengan lembaga-lembaga wakaf yang ada. Pembentukan bank wakaf ventura 
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ini bertujuan untuk mengefektifkan penghimpunan dan pengelolaan wakaf 

uang yang ada di Indonesia. 

Ketiga, Alur transaksi yang dilakukan oleh wakif untuk berwakaf 

pada Bank Wakaf Venturaadalah Masyarakat yang ingin berwakaf harus 

datang ke Bank wakaf. Kemudian wakif mengisi Akta Ikrar Wakaf (AIW) 

yang disediakan. Setelah itu wakif menyetorkan uang yang ingin diwakafkan 

dan mengucap sighoh (ijab Kabul). Bank Wakaf Ventura kemudian mencetak 

sertifikat wakaf uang untuk wakif tersebut.E-payment wakaf memudahakan 

wakif untuk melakukan transaksi dan membantu bank wakaf ventura dalam 

menghimpun dan mengelola wakaf uang yang terkumpul. 

Keempat, penerapan model redistribusi harta wakaf melibatkan 

beberapa pihak, di antaranya wakif sebagai pihak yang kelebihan dana, 

Mauquf alaih sebagai pihak yang kekurangan dana, serta bank wakaf sebagai 

agen redistribusi. Bank wakaf memiliki peran sebagai nadzir yang mengelola 

harta wakaf sehingga harta wakaf dapat berkembang. Potensi wakaf uang 

mampu terhimpun secara efektif dan dikelola secara produktif dan 

profesional oleh nadzir maka harta wakaf dapat memberikan kontribusi 

terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Indonesia. 

 

4.2. Model Transformasi Baru Manajemen Pengelolaan Wakaf Elektronik 

Menggunakan Scan Barcode di Indonesia 

Awalnya, sistem transaksi pembayaran digital (Pembayaran Virtual) 

diciptakan semata-mata sebagai penggerak dunia bisnis dan perbankan. Namun, 
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seiring waktu, banyak orang mulai merasakan berbagai manfaatnya di berbagai 

sektor kehidupan, termasuk sektor syariah, yang meliputi wakaf. Masalah utamanya 

adalah banyak pengelola dana wakaf masih berpegang pada konsep 

lama/konvensional yaitu mengunjungi Kantor Urusan Agama (KUA) setempat 

secara manual, di mana petugas mencatat data wakaf yang diserahkan. Dari data 

tersebut, diterbitkan sertifikat wakaf dalam bentuk kertas, yang sangat rentan hilang 

atau rusak. Di sisi lain, banyak Lembaga Pengelola Wakaf masih berpegang pada 

prinsip bahwa wakaf harus berupa benda (berwujud), yang tentu saja mempersulit 

penerapannya dan memakan biaya serta waktu bagi kedua belah pihak. 

Banyak pengelola wakaf (Nadzir) juga tidak mampu memanfaatkan 

teknologi digital untuk mengumpulkan dana wakaf. Namun, jika mereka dapat 

memanfaatkan kemajuan ini, ada kemungkinan dana wakaf dapat dikumpulkan 

lebih cepat dan dalam jumlah yang lebih besar. Kesenjangan ini berkaitan dengan 

pemahaman doktrin Islam (Ajaran Agama) dan hukum nasional, yang belum 

sepenuhnya dipahami oleh banyak orang, terutama umat Islam. Padahal, aset wakaf 

fisik dan digital memiliki manfaat yang signifikan bagi masyarakat luas. Wakaf 

juga berfungsi sebagai instrumen filantropi yang berasal dari hukum Islam yang 

perlu dioptimalkan melalui pengelolaan produktif yang berorientasi pada 

pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan, yang dipandu oleh hukum 

Islam, dan memanfaatkan teknologi digital di era modern ini. 

Selain itu, terdapat pergeseran posisi aset setelah diwakafkan, yang awalnya 

konvensional menjadi progresif, atau dengan kata lain, apa yang awalnya tetap 

menjadi lebih produktif dan fleksibel untuk kepentingan ibadah dan memajukan 
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kesejahteraan umum atau kepentingan lain yang lebih bermanfaat sesuai dengan 

perkembangan zaman yang sejalan dengan tujuan dan fungsi wakaf. Dalam Pasal 

22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dinyatakan bahwa untuk 

mencapai tujuan dan fungsi wakaf, aset wakaf hanya dapat dialokasikan untuk: 

fasilitas dan kegiatan ibadah, fasilitas dan kegiatan pendidikan dan kesehatan, 

bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, anak yatim piatu, beasiswa, kemajuan 

dan peningkatan ekonomi rakyat, dan/atau kemajuan lain dalam kesejahteraan 

umum yang tidak bertentangan dengan syariat dan hukum serta peraturan 

perundang-undangan (Rochania Ayu Yunanda, 2016:17). 

Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi di 

era digital ini, teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat 

Muslim. Teknologi sendiri merupakan sesuatu yang bertujuan untuk 

menyederhanakan kehidupan manusia secara praktis dan berbasis pada ilmu 

pengetahuan, yang dalam beberapa dekade terakhir telah mendorong banyak 

inovasi baru di berbagai bidang (Antonius Arthur Aripin, 2018: 1789). Salah satu 

fenomena terkait teknologi yang populer saat ini adalah munculnya sistem transaksi 

pembayaran digital (Pembayaran Virtual), baik transfer maupun pemindaian 

barcode. Bahkan mata uang digital seperti e-money dan Bitcoin pun telah muncul. 
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Gambar 4.2.1: Kerangka Pemikiran dalam Manajemen Wakaf Elektronik 

Sistem Pembayaran Virtual ini merupakan salah satu konsep transaksi 

pembayaran melalui teknologi di mana transaksi dicatat secara elektronik dan 

langsung didistribusikan kepada pemilik nomor rekening atau Barcode dengan 

bantuan pihak ketiga untuk menjaminnya, baik perbankan maupun platform E-

Commerce lainnya sehingga nantinya setiap pengguna dapat memverifikasi 

informasi terkait transaksi secara bersama-sama, dengan tempat untuk menyimpan 

data atau dokumen elektronik, kode dari hasil enkripsi (baru dan lama) dengan 

keunggulan di bidang keamanan dan keterbukaan (Mufti Alifia, 2021: 6.). Dari 

penjelasan ini, jelas bahwa Pembayaran Virtual merupakan contoh implementasi 

teknologi yang dapat membantu mengelola dana wakaf dari Wakif ke Nadzir ke 

tangan Mauquf ‘Alaih. 

Pada intinya, data wakaf yang tersimpan harus bersifat permanen dan tidak 

dapat diubah. Dengan perkembangan teknologi berbasis Pembayaran Virtual, 

dengan berbagai keunggulan dan pengawasan oleh pihak ketiga (bank atau 

platform), dapat dikatakan bahwa risiko dan masalah di atas dapat diminimalkan. 

Dengan basis data wakaf, informasi tentang pemberi wakaf (Wakif), pengelola 
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wakaf (Nadzir), aset wakaf (Mauquf), dan penerima wakaf (Mauquf ‘Alaih) yang 

tersimpan melalui transaksi Pembayaran Virtual akan aman dan tidak dapat diubah, 

serta pengelolaannya akan transparan. Keamanan dana yang tersimpan dijamin oleh 

pengelola wakaf, yang memiliki kekuatan hukum dan sulit diretas. Lebih jauh lagi, 

dalam skenario terburuk, dana wakaf masih dapat dilacak dan dituntut di pengadilan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku (Muhammad Budi Buchari Harahap, 2021: 

104). 

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan wakaf di Indonesia saat ini 

sedang tumbuh pesat. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah dan cakupan 

aset wakaf, termasuk tanah, barang, uang, dan sebagainya, yang tersebar di berbagai 

wilayah Indonesia. Digitalisasi ini membuka peluang yang lebih besar untuk 

transformasi manajemen dan perubahan dalam modal usaha yang ada, struktur 

sosial ekonomi, hukum dan kebijakan, pola organisasi, hambatan budaya, dan 

sebagainya. Digitalisasi wakaf diharapkan akan berkembang dan menguat, 

sehingga berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lebih 

lanjut, Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga harus melakukan proses transformasi 

pengelolaan wakaf melalui digitalisasi wakaf, termasuk pengumpulan dana wakaf, 

pendaftaran, verifikasi, distribusi, dan pemantauan program.Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat mentransformasikan pengelolaan wakaf di Indonesia menjadi 

lebih modern, mudah diakses, cepat, aman, dan transparan melalui pembayaran 

virtual sebagai media pengumpulan dana wakaf, baik melalui transfer uang, 

pemindaian barcode, dan model penggalangan dana digital lainnya, dengan tetap 

diawasi langsung oleh BWI sebagai penyelenggara, lembaga keuangan, badan 
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usaha, dan/atau masyarakat yang telah ditunjuk untuk mencegah penyelewengan. 

Tujuan utamanya adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat yang lebih luas 

lintas batas di semua lapisan masyarakat. 

Wakaf tunai adalah wakaf yang dibuat oleh individu, kelompok individu, 

atau lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Dalam konteks ini, istilah 

"uang" juga mencakup surat berharga seperti saham, cek, dan lain-lain. Mazhab 

Syafi'i memperbolehkan wakaf tunai. Hal ini dapat diketahui dari Abu Tsaur yang 

meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang kebolehan mewakafkan dinar dan dirham 

(uang)" (Al-Mawardi, 1994: 379). Imam Al Zuhri (W.124 H) juga menyatakan 

bahwa diperbolehkan untuk menyumbangkan dinar, dengan menggunakan dinar 

sebagai modal usaha dan kemudian menyalurkan keuntungannya ke Mauquf ‘Alaih 

(Wahbah Al Zuhaili, 1985: 162). Mutaqaddimin dari mazhab Hanafi 

memperbolehkan wakaf tunai/uang dinar dan dirham, berdasarkan istihsan Bi Al 

Urfi, yang digunakan sebagai argumen oleh Atsar Abdillah bin Mas'ud, yaitu; "Apa 

yang dianggap baik oleh Muslim adalah baik, dan apa yang dianggap buruk oleh 

Muslim juga buruk". Wakaf uang/tunai. Fatwa Komisi Fatwa MUI dikeluarkan 

pada tanggal 11 Mei tahun 2002. 
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Gambar 4.2.2: Prinsip & Ketentuan Wakaf Modern dengan Pembayaran Virtual 

Gunakan Pindai Kode Batang 

Beberapa Contoh Penggunaan Wakaf Tunai dalam Sejarah Islam 

a) Hasanwayh (wafat 1015 M), gubernur Bani Buwayhi di Iran Barat, telah 

menggunakan dana wakaf berupa dinar dan dirham sebagai instrumen 

kebijakan publik dengan membangun jembatan, penginapan, dan sumur; 

pemeliharaannya dibebankan pada anggaran negara; selain itu, Hasanwyh 

juga menyumbangkan sejumlah penginapan dan masjid secara gratis untuk 

para siswa yang belajar di masjid-masjid tersebut. 

b) Adud al-Daulah, khalifah dinasti Buyid, menggunakan dana wakaf dari 

harta miliknya senilai seratus ribu dinar untuk membangun rumah sakit 

untuk layanan kesehatan masyarakat dan pendidikan kedokteran, serta 

perpustakaan (disebut dar al-'ilm) yang juga digunakan untuk penelitian, 

pendidikan, dan kelompok studi. 
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c) Pada tahun 1075 M, Nizham al-Mulk menggunakan dana wakaf untuk 

membangun sebuah observatorium di Nishabur yang diberi nama "Sultan 

Jalal al-Din Malik Shah" dan dengan observatorium ini, Umar Khayyam, 

seorang astronom, berhasil mereformasi kalender. 

 

Pada tanggal 11 Mei 2002 (28 Syafar 1423 H), Komisi Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai. Fatwa tersebut ditandatangani 

oleh KH Ma'ruf Amin (Ketua) dan Hasanudin (Sekretaris). Dalam fatwa Majelis 

Ulama Indonesia tentang wakaf, definisi wakaf dijelaskan, dikutip dari kitab 

Nihâyat al-Muhtâj ilâ Syarh al-Minhâj karya al-Ramli, kitab Mugnî al-Muhtâj karya 

al-Khathib al-Syarbini, dan Kitab III Kompilasi Hukum Islam, pasal 215, ayat (1). 

Pertimbangan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf tunai adalah: pertama, 

QS Ali Imran (3): 92 mengenai perintah bagi manusia untuk memberikan sedekah 

dari sebagian harta yang mereka cintai; Kedua, QS al-Baqarah (2): 261-262 tentang 

pahala ganda bagi orang yang memberikan sedekah di jalan Allah dengan tulus; dan 

pelakunya dijamin terhindar dari kekhawatiran (ketakutan) dan kesedihan; ketiga, 

hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-Turmudzi, al-Nasa'i, 

dan Abu Daud tentang amal perbuatan yang pahalanya selalu mengalir meskipun 

pelakunya telah meninggal; keempat, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, 

Muslim, dan lainnya tentang wakaf tanah yang dilakukan oleh Umar Ibn Khatthab 

ra; dan kelima, pendapat Jabir ra yang menyatakan bahwa para sahabat Nabi SAW 

menyumbangkan sebagian harta miliknya. Setelah mempertimbangkan Al-Qur'an, 

hadits dan pendapat ulama, akhirnya Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 
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menetapkan bahwa: a) wakaf tunai adalah wakaf yang dibuat oleh seseorang atau 

badan hukum dalam bentuk tunai; b) termasuk dalam uang adalah surat berharga; 

c) wakaf tunai hanya boleh didistribusikan dan digunakan untuk hal-hal yang 

diperbolehkan menurut syariat; dan d) nilai pokok uang harus dijamin 

keberlanjutannya, tidak boleh dijual, diberikan sebagai hadiah, dan/atau 

diwariskan. Inilah dasar diperbolehkannya wakaf tunai sebelum diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dari segi fungsi, wakaf 

tunai yang dikelola oleh Nadzir profesional, sebagaimana dilihat oleh Uswatun 

Hasanah, Wakil Ketua Institut Studi Islam dan Hukum Islam, Fakultas Hukum, 

Universitas Indonesia, dapat digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan 

(Uswatun Hasanah, 2005: 15). 

Munculnya berbagai peraturan tentang Wakaf berdampak pada sistem 

pengelolaan wakaf di Indonesia, menjadikannya lebih profesional dan independen. 

Oleh karena itu, dibutuhkan lembaga dan sistem baru yang memiliki kapasitas dan 

kemampuan untuk memberdayakan aset wakaf di Indonesia agar lebih produktif, 

mengingat potensi wakaf tunai di Indonesia pada tahun 2017 bernilai sekitar tiga 

triliun per tahun. Jumlah ini masih jauh dari potensi zakat, yang bernilai sekitar 21 

triliun menurut data PIRAC (BWI, 2018). Pada intinya, wakaf tunai membutuhkan 

beberapa peraturan yang lebih spesifik karena sifatnya yang unik. Di satu sisi, 

wakaf tunai harus digunakan sebagai modal usaha; dengan kata lain, aset wakaf 

tunai harus diperlakukan sebagai objek usaha (tijarah) yang membawa risiko; 

sementara di sisi lain, hasil usaha dari aset wakaf disumbangkan kepada pihak yang 

berhak. 



 

 

89 

 

Dengan demikian, wakaf adalah lembaga sosial (tabarru') untuk kebajikan. 

Dari perspektif hukum, wakaf tunai membutuhkan dukungan berupa fatwa dan 

peraturan teknis terkait lainnya agar dapat memaksimalkan peran wakaf dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan teknis yang dibutuhkan dalam 

pengumpulan, investasi, dan distribusi hasil wakaf tunai diperlukan untuk: a) 

menjaga "keabadian" wakaf tunai sebagai modal usaha (ra's al-mal); b) investasi 

dilakukan dengan cara dan di sektor yang halal/bebas dari riba; dan c) distribusi 

hasil wakaf dilakukan secara adil dan proporsional, terutama sekarang dunia 

elektronik dan teknologi sangat canggih, tentu inovasi wakaf tunai juga akan mulai 

beralih ke sistem elektronik atau disebut juga Wakaf Elektronik (E-Waqf), tujuan 

utamanya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat luas demi mewujudkan 

negara yang Baldatun Thoyyibatun Wa Rabbun Ghofurun. 

Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf tunai diakui memiliki dampak yang 

lebih langsung daripada wakaf berwujud, karena fleksibilitasnya dalam 

menanggapi perubahan kondisi lingkungan. Efektivitas instrumen ini bagi 

perekonomian sangat bergantung pada peran negara dalam penggunaannya. Oleh 

karena itu, perencanaan pemerintah yang cermat diperlukan untuk 

implementasinya, baik dalam hal kesiapan regulasi berupa undang-undang maupun 

kesiapan kelembagaan yang terintegrasi dengan lembaga ekonomi lainnya. 

Mengenai wakaf tunai di Indonesia, Dr. Uswatun Hasanah, Kepala Divisi 

Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Badan Wakaf Indonesia, menyatakan 

bahwa saat ini tidak ada lagi masalah dengan bentuk wakaf ini. Menurutnya, pada 

tanggal 11 Mei 2002, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan 
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bahwa "Wakaf tunai adalah wakaf yang dibuat oleh individu, kelompok, lembaga, 

atau badan hukum dalam bentuk tunai. Wakaf tunai juga termasuk dalam definisi 

surat berharga. Wakaf tunai diperbolehkan (Jawaz)." Wakaf tunai hanya boleh 

digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan menurut syariat. Sementara itu, nilai 

pokok wakaf tunai harus dijamin keberlanjutannya, tidak boleh dijual, 

disumbangkan, atau diwariskan (Uswatun Hasanah, 2002: 56). 

Sebagai wakaf produktif, wakaf tunai memiliki banyak keunggulan di era 

modern ini. Wakaf tunai dapat menjadi pilihan pembiayaan alternatif untuk 

investasi sektor riil, yang saat ini banyak diminati di Indonesia. Mustafa Edwin 

Nasution (2006: 2-3) menyatakan bahwa wakaf tunai menawarkan berbagai 

instrumen mobilisasi dana. Lebih jauh lagi, wakaf tunai dapat secara signifikan 

memperluas basis pendanaan karena nilai nominalnya jauh lebih rendah dan lebih 

beragam dibandingkan wakaf untuk aset fisik seperti tanah dan bangunan. Wakaf 

tunai mudah dikelola dan dikembangkan menjadi wakaf produktif karena 

menawarkan banyak alternatif investasi, baik dalam portofolio keuangan domestik 

maupun global. 

Beberapa hal penting yang menjadi terobosan dalam pengembangan wakaf 

sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, 

yang kemudian diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 

Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah: 

(1) Pembentukan Badan Wakaf Indonesia, yang tujuan utamanya adalah untuk 

memungkinkan wakaf maju dan berkembang secara nasional. (2) Pengakuan wakaf 
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berupa benda bergerak, termasuk wakaf tunai (uang). (3) Pengelolaan aset wakaf 

dilakukan secara produktif sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. 

 

Gambar 4.2.3:Konsep Transformasi Model Baru 

 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghasilkan 

konsep pengelolaan wakaf berbasis internet, yang dikenal sebagai "wakaf online 

atau wakaf elektronik." Wakaf Elektronik (E-Waqf) adalah wakaf yang 

transaksinya dilakukan secara online (jaringan yang saling terhubung) oleh siapa 

saja, di mana saja, melalui sistem digital, baik produk perbankan maupun platform 

lainnya. Pengawasan pengelolaan dan distribusi dapat diakses melalui situs web 

lembaga pengelola wakaf. Lebih lanjut, pengelolaan wakaf ini secara alami 

menimbulkan masalah baru, seperti kurangnya pertemuan fisik dan kurangnya 

pengetahuan tentang perjanjian hukum, ketiadaan saksi, sehingga proses 

penggadaian wakaf menjadi tidak jelas secara hukum. Namun, dengan kemajuan 

teknologi dalam pengelolaan transaksi/pembayaran digital (Pembayaran Virtual), 

semua prosedurnya dapat diadopsi dalam pengelolaan pengumpulan dana wakaf 
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bekerja sama dengan bank dan platform lainnya, sehingga mengatasi masalah-

masalah tersebut. 

Sistem Pembayaran Digital/Online (Virtual Payment) 

Dalam beberapa tahun terakhir, industri perbankan dan e-commerce telah 

berkembang pesat, yang menyebabkan semakin beragamnya sistem pembayaran 

online (pembayaran virtual). Pembayaran virtual adalah pembayaran yang 

dilakukan secara elektronik melalui internet atau jaringan komputer, dalam 

berbagai bentuknya. Saat ini, banyak metode pembayaran online yang tersedia, 

seperti transfer bank, kartu kredit, dompet digital, dan rekening virtual. 

Dengan Pembayaran Virtual, pengguna tidak perlu mengunjungi tempat 

pembayaran secara fisik untuk melakukan transaksi. Mereka cukup menggunakan 

perangkat seperti komputer, laptop, atau ponsel pintar yang terhubung ke internet 

untuk memasukkan kode numerik atau memindai kode batang. Hal ini menawarkan 

kemudahan dan kenyamanan, terutama setelah masa-masa sulit pandemi Covid-19, 

ketika hampir semua hal dalam kehidupan dilakukan secara daring, menghilangkan 

kebutuhan akan interaksi tatap muka.   

Pembayaran Virtual dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk kartu 

kredit, transfer bank, pemindaian kode batang, dompet elektronik, atau layanan 

pembayaran online seperti PayPal dan Alipay. Setiap metode pembayaran memiliki 

kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga pengguna dapat memilih 

metode yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. 

Salah satu keunggulan utama pembayaran virtual adalah kemudahan dan 

kecepatan transaksi. Hanya dalam hitungan detik, pembayaran online dapat 
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dilakukan dengan mudah melalui ponsel pintar atau komputer, tanpa perlu 

mengunjungi tempat pembayaran secara fisik. Selain itu, pembayaran online lebih 

aman dan terjamin, menghilangkan kebutuhan untuk membawa uang tunai yang 

rentan terhadap pencurian atau kehilangan. 

Namun, pembayaran online juga membawa beberapa risiko dan 

kekurangan, seperti penipuan atau pencurian identitas, transaksi gagal, atau 

kesalahan dalam transfer dana. Oleh karena itu, sangat penting bagi pengguna untuk 

mengambil langkah-langkah keamanan yang tepat, seperti menghindari membuka 

tautan atau lampiran yang mencurigakan, menggunakan kata sandi yang kuat dan 

unik, serta memperbarui perangkat lunak keamanan secara berkala. Yang 

terpenting, sebelum mengklik untuk mentransfer sejumlah uang, pastikan identitas 

penerima atau lembaga penerima dinyatakan dengan jelas dan bertanggung jawab 

secara hukum. 

Selain itu, juga memberikan manfaat bagi para pelaku wakaf, termasuk 

wakif (pemberi wakaf), nadzir (pengelola wakaf), Mauquf (penerima wakaf), dan 

Mauquf'alaih (penerima wakaf). Di era digital saat ini, pengelolaan wakaf dapat 

menjangkau jaringan yang lebih luas dan mudah, dengan memanfaatkan berbagai 

platform dan layanan pembayaran online. Lebih jauh lagi, dengan Pembayaran 

Virtual, komunikasi antar pihak dalam proses penggalangan dana wakaf dapat 

dilakukan dengan cepat, efisien, dan bertanggung jawab. 

Scan Barcode atau Kode batang adalah sistem yang digunakan untuk 

mengidentifikasi suatu produk. Oleh karena itu, kode batang berisi informasi 

produk penting, seperti nama, jenis, spesifikasi, dan harga, yang penting untuk 
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membedakannya dari produk lain. Sistem ini terdiri dari garis horizontal dengan 

spasi berbagai ukuran. Garis-garis pada kode batang menyerupai batang. Itulah 

mengapa disebut scan barcode, yang secara harfiah berarti "kode batang". 

Uniknya, kode ini hanya dapat dibaca oleh pemindai khusus atau kamera 

dengan fitur khusus (Scanning). Jika tidak, kode tersebut tidak dapat diidentifikasi. 

Di Indonesia, barcode yang paling umum digunakan adalah QRIS. Terlepas dari 

perdebatan seputar namanya, QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) 

kini menjadi metode pembayaran yang semakin populer di Indonesia. Sistem 

pembayaran ini menggunakan kode QR sebagai media untuk transaksi keuangan 

yang mudah. Pengguna hanya perlu memindai kode QR yang diberikan oleh 

penjual atau pedagang menggunakan aplikasi pembayaran atau perbankan digital 

di ponsel mereka. QRIS memungkinkan pembayaran yang cepat dan praktis, tanpa 

perlu uang tunai atau kartu fisik. Keunggulan QRIS juga terletak pada 

kemampuannya untuk mendukung berbagai jenis pembayaran, termasuk transfer 

antar bank, pembelian produk, pembayaran tagihan, dan lain-lain, bahkan 

pengelolaan dana wakaf. Lebih lanjut, QRIS juga dianggap sebagai solusi yang 

aman karena data transaksi dienkripsi dengan baik, mulai dari siapa yang 

membayar, platform yang digunakan, penerima, dan nominal uang. Keberadaan 

QRIS dapat memberikan manfaat signifikan bagi lembaga pengelola wakaf karena 

mereka tidak lagi perlu memiliki mesin perekam data elektronik, yang juga dikenal 

sebagai EDC (Electronic Data Capture), untuk memproses pembayaran, dan akan 

menyederhanakan proses pembayaran bagi para donatur wakaf tanpa dipotong 

biaya transaksi. 
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Gambar 4.2.4: Konsep Pembayaran Wakaf Virtual melalui Pemindaian Kode 

Batang 

Wakaf tunai di Indonesia juga memiliki potensi yang sama dengan negara 

lain, mampu dikelola secara produktif dan berkontribusi pada perekonomian 

Indonesia. Hal ini didukung oleh potensi wakaf tunai di Indonesia, menurut Badan 

Wakaf Indonesia (BWI), yang pada tahun 2023 mencapai 2,4 triliun rupiah. Angka 

ini diperoleh jika 215,63 juta penduduk Indonesia, atau sekitar 60-79,5% dari total 

populasi, mengalokasikan Rp 1.000.000 per tahun untuk wakaf tunai. Namun, 

pengumpulan wakaf tunai belum efektif, sebagaimana dibuktikan oleh jumlah 

wakaf yang terkumpul dari tahun 2018 hingga 2024, yang hanya berjumlah sekitar 

4-5 triliun rupiah (Yuliafitri, 2017). Seperti yang dijelaskan pada gambar berikut: 

 

Gambar 4.2.5: Potensi Penggalangan Dana Sosial dari Pengguna Internet 
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Teknologi yang digunakan oleh Bank Waqf Ventura memengaruhi 

efektivitas dan efisiensi pengumpulan dan pengelolaan wakaf tunai. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardian, seorang peneliti di Pusat Penelitian 

Informatika, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kompleks LIPI, yang 

menyatakan bahwa perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja 

dan memungkinkan berbagai kegiatan dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat, 

yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas. Perkembangan teknologi 

informasi dibuktikan dengan munculnya berbagai jenis kegiatan berbasis teknologi, 

seperti e-government, e-commerce, e-education, e-medicine, e-laboratory, dan lain-

lain, yang semuanya berbasis elektronik. 

 

Gambar 4.2.6: Cara kerja sistem pembayaran barcode yang diterapkan dalam 

wakaf dan penerbitan sertifikat wakaf yang mirip dengan tanda terima. 

 

Selain itu, terkait pengaruh perkembangan teknologi informasi pada bidang 

akuntansi manajemen wakaf, hal ini juga membawa perubahan signifikan pada 



 

 

97 

 

sistem aplikasi, terutama dalam konteks perencanaan, pengendalian, dan 

pengambilan keputusan dalam manajemen wakaf elektronik (Maharsi, 2000). 

 

Gambar 4.2.7: Model Baru: Prosedur Cara Mengelola E-Waqf Melalui Barcode 

 

Selain itu, implementasi E-Waqf juga dipengaruhi oleh jumlah pengguna 

internet. Menurut Asosiasi Penyedia Layanan Internet Indonesia (APJII), jumlah 

pengguna internet terbesar adalah yang berusia 25-29 tahun dan 35-39 tahun. 

Sementara itu, total jumlah pengguna internet berusia 20 hingga 50 tahun ke atas 

adalah 119,2 juta. Besarnya jumlah pengguna internet di Indonesia, khususnya 

internet seluler, memungkinkan integrasi sistem pembayaran online (e-payment) 

dalam dunia wakaf elektronik, sehingga menyederhanakan pengumpulan dan 

pengelolaan aset wakaf berbasis pembayaran online (e-payment). 

Penggunaan aplikasi pembayaran wakaf elektronik dimulai dengan 

membuka rekening Bank Waqf dengan mengisi formulir online yang tersedia di 

situs web Bank Waqf. Setelah mengisi formulir, wakaf akan menerima email dari 

Bank Waqf yang berisi nomor rekening dan kata sandi. Ini menandakan bahwa 

wakaf kini terdaftar sebagai nasabah Bank Waqf. Wakaf dapat menggunakan 
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nomor rekening dan kata sandi ini untuk mengaktifkan dan masuk ke aplikasi 

pembayaran elektronik, yang telah diunduh dari Google Play Store atau Apple 

Store. 
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Gambar 4.2.8: Ilustrasi Sistem Contoh dari E-Waqf 

 

Lembaga wakaf kemudian dapat menyetorkan saldo wakaf dari rekening 

bank komersial mereka melalui aplikasi pembayaran wakaf elektronik. Setelah 

saldo terisi, lembaga wakaf kemudian memilih alokasi wakaf yang diinginkan, 

seperti wakaf untuk pemberdayaan UMKM, wakaf untuk pengembangan 

pendidikan, wakaf untuk pemberdayaan pertanian, dan lain sebagainya. Pilihan 

alokasi wakaf oleh lembaga wakaf menggantikan sighoh, salah satu pilar wakaf. 

Mirip dengan jual beli, sighoh juga merupakan salah satu pilar jual beli. Namun, 

dalam praktiknya, sighoh dapat dilakukan dengan memberikan uang kepada 

pembeli sebagai bentuk penyerahan barang yang dibeli. Setelah semua tahapan 

selesai, lembaga wakaf kemudian mencetak Sertifikat Wakaf Tunai (SWU) sebagai 

bukti pembayaran wakaf. 
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Dari semua penjelasan di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat banyak 

manfaat dan keuntungan sebagai model transformasi baru manajemen pengelolaan 

wakaf elektronik menggunakan scan barcode khususnya untuk mengumpulkan 

dana wakaf di Indonesia. Berikut beberapa keuntungan pembayaran online/ virtual 

payment dengan scan barcode: 

1). Kenyamanan dan Kebutuhan 

Pembayaran virtual menggunakan scan barcode sangat mudah digunakan 

dan memenuhi kebutuhan konsumen yang menginginkan transaksi cepat dan 

mudah. Tidak perlu lagi mengantre di bank atau tempat pembayaran lainnya; cukup 

akses aplikasi atau situs web tepercaya dan proses pembayaran dapat diselesaikan 

dengan mudah. 

2). Keamanan 

Pembayaran virtual menggunakan scan barcode dilakukan melalui situs 

web atau aplikasi tepercaya dan aman menawarkan tingkat keamanan yang lebih 

tinggi daripada metode pembayaran konvensional seperti pembayaran langsung 

atau pengiriman uang melalui pos. Hal ini karena pembayaran online dilakukan 

melalui jaringan terenkripsi dan dilindungi dari penipuan atau kecurangan. 

3). Efisiensi Waktu 

Dengan pembayaran virtual menggunakan scan barcode, kita tidak perlu 

mengunjungi bank atau pusat pembayaran lainnya untuk melakukan transaksi 

keuangan. Hal ini mengurangi waktu dan meningkatkan efisiensi transaksi, 

sehingga Anda memiliki lebih banyak waktu untuk kegiatan lain. 
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4). Penghematan Biaya 

pembayaran virtual menggunakan scan barcode online dapat membantu 

menghemat biaya transaksi keuangan karena sama sekali tidak dipotong biaya 

admin. Bahkan dalam beberapa kasus, platform online menawarkan diskon atau 

cashback untuk pembayaran online yang melebihi Batasan minimum sebagai 

bonus. Selain itu, pembayaran online juga menawarkan 0% biaya transaksi 

dibandingkan dengan metode pembayaran konvensional seperti transfer bank 

manual. 

5). Fleksibilitas 

Dalam pembayaran virtual menggunakan scan barcode, pengguna memiliki 

banyak pilihan pembayaran, termasuk kartu kredit, dompet digital, akun virtual, 

dompet elektronik, OVO, OPPO, GO PAY, mata uang kripto,dll. Dengan beragam 

metode pembayaran yang tersedia, pengguna dapat memilih metode yang paling 

sesuai dengan kebutuhan mereka.  

6). Transaksi Internasional 

Pembayaran virtual menggunakan scan barcode ini memungkinkan 

pengguna untuk melakukan transaksi keuangan internasional dengan mudah. Hal 

ini dapat membantu memfasilitasi transaksi dengan jangkauan luas atau kebutuhan 

pribadi dengan pengguna di luar negeri. Lebih jauh lagi, beberapa platform 

pembayaran online dapat memproses berbagai jenis transaksi untuk mengumpulkan 

dana wakaf, tanpa dibatasi oleh batas regional atau bahkan internasional (Lintas 

Batas). 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Transformasi pengelolaan wakaf tunai (Wakaf Uang/Al Nuqud) menjadi Wakaf 

Elektronik (E-Waqf) (KHI, Fatwa MUI, dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004) di 

Indonesia, dapat dilihat bahwa wakaf tunai melalui sistem elektronik sangat berpotensi 

untuk pengembangan ekonomi rakyat. Jika alokasi wakaf tunai (Wakaf Uang/Al Nuqud) 

melalui sistem Wakaf Elektronik (E-Waqf) diarahkan untuk memberdayakan usaha 

produktif masyarakat, tanpa mengurangi nilai pokok wakaf tunai, maka ini menjadi salah 

satu alat untuk mencapai tujuan Negara, terutama menciptakan kesejahteraan umum 

sebagaimana dinyatakan dan tersirat dalam pembukaan UUD 1945, ayat 4. Mengingat 

payung hukum telah mengizinkannya untuk mengembangkan hukum di Pengalihan 

wakaf tunai (Waqf Tunai/Al Nuqud) menuju wakaf elektronik (E-Waqf) perlu segera 

disinergikan dengan lembaga pengelola wakaf, baik pemerintah maupun swasta, 

sehingga upaya menjadikan wakaf elektronik sebagai salah satu dasar penguatan dan 

pengembangan masyarakat dapat tercapai. Selain bonus demografi dan perkembangan 

teknologi yang menyebar di kalangan penduduk Indonesia yang mayoritas beragama 

Islam, sosialisasi tentang kemudahan dan ketepatan penyaluran wakaf uang (Waqf 

Tunai/Al Nuqud) melalui sistem manajemen wakaf elektronik (E-Waqf) dengan Scan 

Barcode dapat dioptimalkan dalam membantu pemerintah mengatasi masalah 

kemiskinan, khususnya dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan ekonomi maju. 

Berdasarkan hasil analisis terhadap model transformasi manajemen wakaf di 

Indonesia, dapat disimpulkan bahwa: 

1) Kondisi Eksisting E-Waqf: Saat ini, manajemen wakaf elektronik di Indonesia masih 

dalam tahap transisi. Meskipun instrumen hukum dan lembaga (BWI) sudah siap, 
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penetrasi teknologi virtual payment belum merata dan masih didominasi oleh metode 

transfer konvensional yang memiliki hambatan psikologis berupa "ketidakefisienan 

prosedur dan biaya tambahan admin" bagi wakif milenial. 

2) Model Transformasi Baru: Model manajemen berbasis Scan Barcode (QRIS) dan 

sejenisnya menawarkan simplifikasi birokrasi transaksi. Integrasi antara BWI, 

perbankan syariah, dan platform e-commerce menciptakan ekosistem yang transparan 

dan akuntabel. Belajar dari sistem manajemen wakaf online di luar negeri menjadi 

kunci keberhasilan transformasi ini terletak pada aksesibilitas tanpa batas dan pelaporan 

penggunaan dana secara real-time yang dapat diakses oleh wakif melalui satu 

pemindaian. 

3) Dampak Penerapan: Penggunaan Scan Barcode terbukti meningkatkan volume 

penghimpunan dana wakaf tunai secara signifikan karena menurunkan ambang batas 

minimal wakaf dan memberikan kenyamanan transaksi (user experience) yang lebih 

baik. 

 

5.2 Implikasi Teoritis 

1) Modernisasi Manajemen Filantropi: Penelitian ini memperkuat teori manajemen 

modern bahwa digitalisasi bukan sekadar alat, melainkan pengubah paradigma 

(paradigm shift) dalam pengelolaan dana sosial keagamaan. 

2) Teori Penerimaan Teknologi: Hasil ini mendukung teori Technology Acceptance 

Model (TAM), di mana persepsi kemudahan (perceived ease of use) dan kemanfaatan 

(perceived usefulness) melalui Scan Barcode menjadi variabel utama yang mendorong 

masyarakat untuk berwakaf. 
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5.3 Implikasi Praktis 

1) Bagi Badan Wakaf Indonesia (BWI): Diperlukan standarisasi kode QR tunggal yang 

terintegrasi secara nasional untuk memudahkan monitoring audit aliran dana secara 

terpusat. 

2) Bagi Lembaga Wakaf (Nadzir): Transformasi ini mengharuskan Nadzir untuk lebih 

melek teknologi (digital literate) dan proaktif dalam menjalin kemitraan strategis 

dengan penyedia jasa pembayaran elektronik. 

3) Peningkatan Kepercayaan Publik: Sistem Virtual Payment yang transparan 

meminimalisir risiko manipulasi data manual, sehingga meningkatkan trust 

(kepercayaan) wakif lintas batas bahkan bisa lintas agama. 

 

5.4 Limitasi Hasil Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan: 

1. Fokus Infrastruktur: Penelitian ini berasumsi bahwa infrastruktur jaringan internet 

merata di seluruh Indonesia, padahal kenyataannya masih terdapat kesenjangan digital 

di daerah terpencil. 

2. Keamanan Siber: Kajian ini lebih menitikberatkan pada aspek manajemen dan model 

bisnis, belum membedah secara mendalam mengenai protokol keamanan data tingkat 

tinggi untuk mencegah peretasan sistem pembayaran. 

3. Respon Wakif Tradisional: Penelitian ini cenderung berfokus pada kelompok 

masyarakat yang adaptif terhadap teknologi (milenial/gen-z), sehingga belum 

sepenuhnya merepresentasikan kendala yang dihadapi wakif usia lanjut. 
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5.5 Saran 

1. Penguatan Literasi Digital: BWI perlu melakukan sosialisasi masif bukan hanya 

tentang "keutamaan wakaf", tetapi juga tentang "keamanan dan kemudahan berwakaf 

digital" untuk mengubah stigma bahwa wakaf harus dilakukan secara tatap muka. 

2. Integrasi Blockchain: Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji 

integrasi teknologi Blockchain pada model Scan Barcode ini guna memastikan 

transparansi mutlak dan trackability dana dari wakif hingga ke penerima manfaat 

(Maukuf ‘Alaih). 

3. Harmonisasi Regulasi: Pemerintah perlu memperkuat regulasi mengenai 

perlindungan data pribadi wakif dalam ekosistem pembayaran elektronik agar tidak 

terjadi penyalahgunaan data oleh pihak ketiga (E-Commerce). 
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